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 Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kesesuaian ketentuan dalam pasal 
35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa 
Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan merek berbahasa Indonesia 
ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis; dan mengetahui akibat 
hukum keberlakuan ketentuan tersebut terhadap merek yang terdaftar 
menggunakan bahasa asing. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena tidak 
semua merek dagang dapat dilakukan penyesuaian dengan menggunakan bahasa 
Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa asing dalam merek dagang sebenarnya 
agar dapat beradaptasi dan lebih mudah pemasarannya di pasar Internasional. 
Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut membatasi kreatifitas untuk 
menemukan suatu merek dikarenakan kosataka Bahasa Indonesia yang sedikit.  
 
 Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) 
Bagaimana kesesuaian ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Presiden 63 Tahun 
2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia terkait dengan kewajiban 
penggunaan merek berbahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang tentang 
Merek dan Indikasi Geografis? (2) Bagaimana akibat hukum penggunaan merek 
yang tidak berbahasa Indonesia setelah diberlakukan ketentuan pasal 35 
Peraturan Presiden 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 
termasuk pada merek-merek lain yang telah terdaftar menggunakan bahasa 
asing? 
 
 Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif 
dnegan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan 
analisis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, 
pendapat ahli, hingga penelitian-penelitian terkait yang digunakan sebagai rujukan 
dalam melakukan penelitian ini. 
 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa ketentuan pasal 35 Peraturan 
Presiden Bahasa tidak sesuai, tidak sinkron dan tidak harmonis apabila ditinjau 
dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila dilihat dari prinsip 
National Treatment dalam perjanjian TRIPs seharusnya perlindungan terhadap 
pemilik hak atas merek dari warga asing harus mendapat perlakuan yang sama 
dengan pemilik hak atas merek dari warga negara Indonesia sendiri. Secara 
hierarki pengaturan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis lebih khusus 





Hanif Muhammad, Economic and Business Law, Faculty of Law, June 2021, 
JURIDICAL ANALYSIS OF ARTICLE 35 OF THE INDONESIAN LANGUAGE 
REGULATION ON THE USE OF INDONESIAN TRADEMARKS IS REVIEWED FROM 
THE INDONESIAN BRAND AND GEOGRAPHICAL INDICATION LAW, Afifah 
Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. 
 
This study aims to analyze the conformity of the provisions in article 35 of 
Presidential Regulation No. 63 of 2013 concerning the Use of Indonesian language 
related to the obligation to use Indonesian-language brands reviewed from the 
Law of Brand and Geographical Indications; and the legal consequences of 
enforcing such provisions on brands registered in a foreign language. The choice 
of theme is based on not all trademarks can be customized using Indonesian 
language. In addition, the use of foreign languages in actual trademarks in order 
to adapt and more easily marketing in the international market. With the 
Presidential Regulation, it limits creativity to find a brand due to a few Indonesian 
vocabulary. 
 
Based on this, the author raised the formulation of the problem: (1) How 
is the conformity of the provisions in article 35 of Presidential Regulation 63 of 
2019 on the Use of Indonesian language related to the obligation to use 
Indonesian-language brands reviewed from the Law on Brands and Geographical 
Indications? (2) What are the consequences of the law on the use of brands that 
do not speak Indonesian after the provisions of Article 35 of Presidential Regulation 
63 of 2019 concerning the Use of The Indonesian Language including other brands 
that have been registered in a foreign language? 
 
This study uses a type of juridical-normative research with a statue 
approach and an analytical approach. Legal materials used are primary and 
secondary legal materials that include legislation, journals, expert opinions, to 
related researches used as a reference in conducting this research. 
 
The result of the research obtained is that the provisions of article 35 of 
the Presidential Regulation of Language are not appropriate, out of sync and not 
harmonious when reviewed from the Brand and Geographical Indication Act. When 
viewed from the principle of National Treatment in the TRIPs agreement should 
be protection of the owner of the right to the brand of a foreigner should get the 
same treatment as the owner of the right to the brand of an Indonesian citizen 
himself. Hierarchically the regulation of the Brand and Geographical Indication Act 




PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Pengaruh dari globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk mampu 
bersaing dalam berbagai aspek kehidupan dengan bangsa-bangsa yang lain.1 
Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Tentunya dari perkembangan tersebut ada pula 
kaitannya dengan bahasa sebagai alat untuk mengantarkan segala konsep dalam 
ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat dimengerti oleh masyrakat.2 
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perkembangannya di era globalisasi memiliki 
tantangan yang cukup berat yang berasal dari luar. Hal tersebut disebabkan 
karena adanya perdagagan bebas lintas negara yang mengharuskan adanya 
komunikasi internasional. Kondisi tersebut mendesak masyarakat Indonesia untuk 
menggunakan bahasa asing khususnya bahasa Inggris.3 
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak mustahil menerima 
pengaruh dari hal tersebut. Kemudian masuklah ke dalam Bahasa Indonesia 
istilah-istilah atau kata-kata asing, karena memang pengertian dan makna yang 
dimaksudkan oleh kata-kata asing tersebut belum ada dalam Bahasa Indonesia.4 
Tidak hanya pada kata-kata asing, tetapi juga penggunaan bahasa asing yang 
mendominasi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi 
kemajuan teknologi yang cenderung menggunakan bahasa asing. Hal tersebut 
mempengaruhi masyarakat yang dalam kesehariannya lebih memilih 
menggunakan bahasa asing daripada Bahasa Indonesia.5  
Penggunaan bahasa asing yang mendominasi masyarakat dilakukan karena 
terkesan lebih menarik daripada Bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya 
teknologi, bahasa asing menjadi dikenal banyak orang karena sering digunakan 
 
1 Hanung E, Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisai, Jurnal Universitas 
Sebelas Maret, Januari 2019. 
2  Rois Ahmad Rifai, Peran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai Bahasa 
Ilmu di Era Globalisasi, Jurnal Universitas Sebelas Maret. 2019. 
3 Daimun, Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi, Jurnal Bahasa dan 
Seni, Volume 14 Nomor 1, 2013. 
4 Marsudi, Jati Diri Bahasa Indonesia di Era Globalisasi Teknologi Informasi, Jurnal 
Sosial Humaniorah, Volume 2 Nomor 2, November 2009.  
5 Rudi Wahyu Nugroho, Pemanfaatan Penerapan Bahasa Asing Sebagaai Penguat 
Literasi Bahasa Indonesia, Jurnal FKIP UNS, 2019. 
 
 2 
sebagai bahasa teknologi terkini. Bahasa asing tidak hanya terbatas pada aspek 
pengetahuan bahasa, tetapi juga sebagai bahasa teknologi dan sains. Karenanya 
sebagian besar bahasa asing digunakan dalam beragam dokumen dan 
peningkatan perangkat yang berbahasa asing.6  
Dalam pergaulan internasional, Bahasa Indonesia mewujudkan identitas 
bangsa Indonesia. Namun pengaruh dari globalisasi terhadap identitas bangsa 
tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan Bahasa Indonesia 
dan terbiasa menggunakan bahasa asing. Sebagai bahasa pengantar internasional, 
bahasa asing disebut sebagai media komunikasi global, selain itu bahasa asing 
juga memainkan peran dalam beberapa aspek kehidupan salah satunya dibidang 
bisnis. Seperti yang kita ketahui banyak penggunaan bahasa asing dalam produk-
produk sebagai merek dagangnya.  
Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 
yang menerangkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 
perdagangan barang dan/atau jasa.7 Dalam Undang-Undang tersebut juga 
disebutkan bahwa merek memiliki 2 (dua) jenis yaitu:8 
1. Merek dagang, yang merupakan merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.9  
2. Merek Jasa, yang merupakan merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum, untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.10 
Banyak dari produk lokal Indonesia yang menggunakan bahasa asing 
sebagai merek dagangnya. Hal tersebut merupakan salah satu strategi promosi 
 
6 Hanung E, Op Cit. 
7 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. 
8 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek 
dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2019, hlm 5. 
9 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. 
10 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. 
 
 3 
sebagai upaya memikat daya beli di pasar internasional. Pada saat ini, sudah 
banyak merek dagang lokal yang menggunakan bahasa asing bermunculan di 
pasaran. Beberapa dari produk tersebut seringkali dikira buatan asing karena 
merek dagangnya cenderung identik dengan produk dari negara tertentu. Produk 
lokal yang menggunakan bahasa asing sebagai merek dagangnya pun sudah 
banyak yang dikenal hingga lingkup internasional seperti merek dagang makanan 
instan dan sepatu buatan lokal. Selain itu berbagai produk kosmetik dan 
kecantikan juga muncul dan populer di kalangan masyarakat karena semakin 
banyaknya tren kecantikan. Maka dari itu berbagai inovasi dilakukan agar produk 
kosmetik lokal dapat bersaing di pasar Internasional. Salah satunya dengan 
mengadopsi produk luar negeri melalui penggunaan bahasa asing untuk merek 
dagangnya. Dengan semakin maraknya penggunaan bahasa asing dalam berbagai 
merek dagang diatas, terlihat bahwa adanya degradasi kebanggan menggunakan 
bahasa Indonesia. 
Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo mewajibkan para pengusaha 
menggunakan Bahasa Indonesia untuk merek dagang produk mereka. Kewajiban 
tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut Perpres Bahasa). Pengaturan 
ini merupakan turunan dari Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 35 ayat (1) Perpres tersebut menyebutkan:11 
“Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa 
kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau 
badan hukum Indonesia.” 
Dorongan dikeluarkannya Perpres ini adalah pemerintah sedang 
menjalankan amanat dari konstitusi pasal 36 Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengenai Bahasa Indonesia dengan memperkuat 
nasionalisme dalam penggunaan Bahasa Indonesia di bidang strategis dan 
komersil yang dalam hal ini bisnis. Selain itu melihat degradasi yang terjadi dengan 
banyaknya merek dagang yang bermunculan tidak menggunakan bahasa 
Indonesia sehingga membuat kebanggan masyarakat dalam berbahasa asing 
semakin meningkat. Oleh karena itu Perpres ini juga bertujuan meningkatkan 
 




kualitas bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Karena banyak dari penggiat 
bahasa yang berpendapat bahwa berkurangnya eksistensi Bahasa Indonesia di 
dalam maupun luar negeri dikarenakan pendominasian penggunaan bahasa asing 
dalam bidang-bidang tertentu.  
Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk merek dagang buatan 
lokal memang cukup baik dalam hal melatih masyarakat agar bangga berbahasa 
Indonesia sehingga dapat mengingkatan eksistensi Bahasa Indonesia di dalam 
maupun luar negeri. Namun tidak semua merek dagang dapat dilakukan 
penyesuaian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu penggunaan 
bahasa asing dalam merek dagang sebenarnya agar dapat beradaptasi dan lebih 
mudah pemasarannya di pasar Internasional. Kewajiban tersebut tentu akan 
berpengaruh pada perusahaan yang telah memiliki merek dagang yang sudah 
terdaftar. Terlebih lagi pada biaya yang harus dikeluarkan cukup besar dan 
penyesuaian nama merek dagang mempengaruhi reputasi dari produk dan usaha 
mereka. Tidak hanya pada merek dagang yang sudah terdaftar, tetapi juga dalam 
merek dagang yang ingin didaftarkan atau permohonan pendaftaran merek. 
Mengingat sistem konstutif dalam pendaftaran merek yaitu first to file principle 
yang biasa disebut pendaftar pertama mengemukakan bahwa permohonan yang 
diajukan telah memenuhi persyaratan.12 Dengan adanya Perpres tersebut 
membatasi kreatifitas untuk menemukan suatu merek dikarenakan kosakata 
Bahasa Indonesia yang semakin sedikit seiring semakin banyaknya permohonan 
pendaftaran merek.  
Dari permasalahan diatas penulis memutuskan untuk melakukan penelitian 
secara yuridis-normatif melalui judul: “Analisis Yuridis Pasal 35 Perpres 63 Tahun 
2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Terkait Kewajiban Penggunaan 
Merek Dagang Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek 
Dan Indikasi Geografis” untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesesuaian 
ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Presiden 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan 
Bahasa Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan merek berbahasa 
Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, 
juga untuk mengetahui akibat hukum dari keberlakuan pasal 35 Peraturan 
Presiden 63 Tahun 2019 terhadap penggunaan merek yang berbahasa asing. 
 




B. ORISINALITAS PENELITIAN 
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C. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang yang dijelaskan diatas dapat dirumuskan suatu 
permasalahan hukum untuk dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini, 
yakni sebagai berikut: 
1. Bagaimana kesesuaian ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Presiden 63 
Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia terkait dengan kewajiban 
penggunaan merek berbahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang 
tentang Merek dan Indikasi Geografis? 
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan merek yang tidak berbahasa Indonesia 
setelah diberlakukan ketentuan pasal 35 Peraturan Presiden 63 Tahun 2019 
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia termasuk pada merek-merek lain yang 




D. TUJUAN PENELITIAN 
Dari permasalahan hukum yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai adalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang 
dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian ketentuan dalam pasal 35 
Peraturan Presiden 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 
terkait dengan kewajiban penggunaan merek berbahasa Indonesia ditinjau 
dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penggunaan merek yang 
tidak berbahasa Indonesia setelah diberlakukan ketentuan pasal 35 Peraturan 
Presiden 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia termasuk 
pada merek-merek lain yang telah terdaftar menggunakan bahasa asing. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan manfaat bagi 
dunia ilmu pengetahuan hukum. Temuan dari hasil penelitian ini 
diharapkan menjadi pertimbangan dalam pembaharuan hukum 
menanggapi tentang kewajiban penggunaan merek berbahasa Indonesia.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat untuk memahami 
umumnya mengenai kewajiban penggunaan merek berbahasa 
Indonesia dan juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
kewajiban terhadap masyarakat pemilik merek berbahasa asing yang 
terdaftar setelah berlakunya kewajiban tersebut. 
 
b. Bagi Badan Hukum 
Hasil penlitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi 
badan hukum pemilik merek berbahasa asing yang terdaftar setelah 





c. Bagi Direktorat Jenderal Kekayan Intelektual 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar alasan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menjalankan proses pendaftaran 
merek berbahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur mengenai batasan-
batasan merek. 
 
d. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
maupun masukan dalam penyempurnaan dalam pengaturan mengenai 
pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dan penghapusan 
ketentuan kewajiban penggunaan merek berbahasa Indonesia untuk 
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pemilik merek 
berbahasa asing yang terdaftar. 
 
F. METODE PENELITIAN 
Berikut merupakan metode penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini: 
a. Jenis Penelitian 
Penulis menggunakan metode yuridis-normatif sebagai dasar dalam 
penelitian. Peneltian yuridis-normatif adalah peneltian yang didasarkan pada 
bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan.13 Selain 
bahan hukum sekunder, penulis juga akan menggunakan bahan hukum 
primer dan bahan hukum tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi 
fokus peneltian ini khususnya pada Hukum Merek mengenai kewajiban 
penggunaan bahasa Indonesia terhadap merek dagang.  
 
b. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, penulis 
akan mengajukan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan 
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analisis (analitytical 
 
13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 107. 
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approach). Berikut merupakan definisi-definisi dari kedua pendekatan 
tersebut: 
1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach) 
Pendekatan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai 
pendekatan yang dialkukan dengan menelaah undang-undang yang 
berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan.14 
Pendekatan perundang-undangan yang digunakan merupakan 
penyesuaian dengan metode penelitian ini. Hal tersebut dilakukan 
dikarenakan penelitian normatif melibatan berbagai aturan hukum yang 
menjadi sentral dalam penelitian ini.  
2. Pendekatan Analisis (Analitycal Approach) 
Pendekatan analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis definisi atau 
pengertian hukum, asas, kaidah, system hukum dan berbagai konsep 
yuridis.15 Pendekatan analisis ini digunakan untuk memahami lebih dalam 
mengenai definisi dan semua hal yang berkaitan dengan hukum 
khususnya mengenai permasalah hukum pada penelitian ini. 
 
c. Jenis Bahan Hukum 
Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum 
sebagai sumber penelitian hukum.16 Jenis bahan hukum dalam penelitian yang 
menggunakan metode yuridis-normatif terdiri dari 3 (tiga) macam, antara lain: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara 
lain: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 
 
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm 93. 
15 Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan 
Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2019, hlm 138. 
16 Dyah Octorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 
2014, hlm 48. 
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4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(Perjanjian TRIPs) 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
antara lain: 
1. Buku dan Literatur Hukum 
2. Jurnal Hukum 
3. Pendapat Ahli 
4. Skripsi atau Tesis 
5. Makalah dan Essay 
6. Artikel Hukum 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara 
lain: 
1. Kamus Bahasa 
2. Kamus Istilah Hukum 
3. Ensiklopedia 
4. Website resmi terkait dengan isu yang diteliti 
 
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penlitian ini adalah 
library research. Studi kepustakaan sangat penting karena suatu penelitian 
tidak mungkin dilakukan tanpa membaca terlebih dahulu.17 Penulis 
mengumpulkan data melalui buku-buku ilmu hukum, doktrin dari para sarjana 
dan ahli hukum, artikel hukum, artikel, jurnal, dan skripsi/tesis. Penulis juga 
mengumpulkan data dengan cara melakukan penelusuran sumber dari 
internet dengan mengakses situs-situs resmi, seperti e-book, e-journal, 









e. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif, untuk itu 
setidak-tidaknya dapat digunakan 4 (empat) macam teknik analisis yaitu:18 
1. Teknik Deskriptif, dengan teknik ini dimaksudkan penulis untuk 
memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum 
2. Teknik Komparatif, dengan teknik ini diperlukan suatu perbandingan 
terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya.  
3. Teknik Evaluatif, setelah dilakukannya 2 (dua) teknik diatas maka akan 
diperoleh pandangan yang pro dan kontra. Maka, penulis melakukan 
evaluasi terhadap pandangan-pandangan tersebut menggunakan 
beberapa penafsiran. 
4. Teknik Argumentatif, teknik ini digunakan terakhir setelah dilakukan 
evaluasi oleh penulis yang berisikan pendapat atau hasil penelitian dari 
penulis. 
 
f. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual bertujuan untuk menyesuaikan penafsiran yang akan 
digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Kewajiban  
Suatu keharusan atau kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan, 
sesuatu yang diwajibkan.19 
2. Penggunaan 
Suatu perbuatan menggunakan atau memakai. 
3. Bahasa Indonesia 
Merupakan Bahasa pokok yang digunakan oleh warga negara Indonesia 
dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Penamaan 
Suatu perbuatan untuk memberikan identitas kepada sesuatu hal. 
5. Merek 
 
18 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Denpasar, 
2015, hlm 152-154 
19 https://kbbi.web.id/wajib diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul  08.16 
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Merek adalah tanda yang membedakan barang dan/atau jasa dari suatu 
perusahaan dengan perusahaan lain.20 
 
g. Sistematika Penulisan 
Agar mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan 
memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur penulisan yang 
dijabarkan dalam beberapa bagian berikut: 
BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang dari penelitian. 
Kemudian penulis juga mengidentifikasi masalah yang diteliti dari latar 
belakang tersebut yang kemudian dijadikan rumusan masalah sebagai dasar 
penelitian. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan metode penelitian yang dipakai. 
 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa teori dan pengertian yang 
menjadi pedoman atau dasar dari penelitian ini agar dapat memberi 
pemahaman secara konsepsi sehingga pengertian dan karakteristik dari 
variabel menjadi jelas. 
 
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan memberi rincian data dan menjelaskan hasil 
penelitian yang diperoleh. Dalam menguraikan hasil penelitian, penulis akan 
membagi ke dalam sub bagian agar sistematis dan mudah dipahami. 
 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan dari rangkaian hasil 
penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga akan terdapat saran atau 
rekomendasi yang relevan bagi pihak-pihak yang terkait sehingga penelitian 
ini bermanfaat.  
 







A. Tinjauan Umum tentang Merek 
Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda 
untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an indication of origin) dari 
suatu perushaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, 
pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan kualitas (a guarantee of 
quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan 
persaingan (konsekuensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad 
buruk bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran 
dan periklanan (a marketing and advertising device) memberikan suatu tingkat 
informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa.21  
1. Definisi Merek 
Merek adalah nama, lambang tanda, desain atau kombinasi dari 
semuanya untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh 
sebuah perusahaan dan untuk membedakan dari merek perusahaan lain.22 
Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang 
atau jasa yang ditawarkan.23 Merek ialah suatu tanda atau symbol yang 
memberikan identitas suatu barang/jasa tertentu yang dapat berupa kata-
kata, gambar atau kombinasi keduanya.24 
Merek adalah sebuah tanda yang terdiri dari susunan gambar, 
huruf-huruf atau angka-angka dengan berbagai macam warna, sebagai 
suatu yang dipribadikan dengan tujuan sebagai pembeda dengan produk-
produk yang lain, dengan kata lain merek sebagai identitas suatu produk.25 
Merek adalah tanda yang digunakan dalam perdagangan dan jasa.26 
Adapun pengertian merek menurut beberapa ahli: 
 
21 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi 
Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 3-4 
22 Mas’ud Machfoedz dan Mahmud Machfoed, Kewirausahaan: Metode, Manajemen 
dan Impelementasi, BPFE, Yogyakarta, hlm 76 
23 Kasmir, Kewirausahaan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 190 
24 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran & Pemasaran Jasa, Alfabeta, Bandung, 2018, 
hlm 148 
25 Aulia Muthiah, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia, 
Pustakabaru Press, Yogyakarta, hlm 159 
26 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 216 
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1. Menurut R. Soekardono, merek ialah suatu tanda, dengan mana 
dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga 
mempribadikan asalnya barangnya atau menjamin kualitas barang 
dalam perbandingan dengan barang-barang yang dibuat atau 
diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.27 
2. Menurut Prof. Vollmar memberi rumusan bahwa suatu merek pabrik 
atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas 
barang atau di atas bungkusannya guna membedakan barang itu 
dengan barang-barang yang sejenis lainnya.28 
3. Menurut T. Mulya Lubis menjelaskan merek adalah sebuah tanda pada 
dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (capable of 
distringusshing) dengan barang-barag sejenis, kalau tidak ada daya 
pembeda maka tidak mungkin disebut merek29 
Dari beberapa pendapat ahli diatas maka didapat kesimpulan bahwa ciri 
khusus merek adalah tanda atau identitas suatu produk sebagai daya 
pembeda dengan produk-produk lain yang sejenis maupun tidak sejenis. 
 
2. Fungsi Merek 
Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus 
mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan 
dengan produsennya. Maka, hal itu menggambarakan jaminan kepribadian 
(individualistis) serta reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut 
sewaktu diperdagangkan. Merek juga memberikan jaminan nilai atau 
kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.30  
Pada hakikatnya merek memepengaruhi suatu produk yang 
tujuannya untuk dipasarkan dan dalam hal itu merek juga digunakan 
sebagai perlindungan produk milik produsen baik barang atau jasa lainnya. 
 
27 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Soerengan, Jakarta, 1967, hlm 149 
28 M. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 1962, hlm 
82 
29 T. Mulya Lubis, Perselisihan Hak Atas Merek Terkenal di Indonesia, Liberty, 
Yogyakarta, 2000, hlm 5 
30 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori 
dan Praktik di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 229 
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Menurut Endang Purwaningsih, merek memiliki beberapa fungsi sebagai 
berikut:31  
a. Fungsi pembeda, yaitu sebagai pembeda suatu produk dari satu 
perusahaan dengan produk perusahaan lain, 
b. Fungsi jaminan reputasi, yaitu menghubungkan reputasi produk 
bermerek tersebut kepada produsennya serta memberikan jaminan 
kualitas akan produk tersebut, 
c. Fungsi promosi, yaitu digunakan sebagai sarana memperkenalkan 
produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang sudah 
diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar, 
d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yaitu sebagai 
penunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal. 
Tidak berbeda jauh dengan fungsi diatas, pihak Direktorat Jendral 
Kekayaan Intelektual menyatakan fungsi pemakaian merek, antara lain 
sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi  suatu pelaku 
usaha, alat promosi, jaminan atas mutu barang, dan penunjuk asal 
barang/jasa yang dihasilkan.32 
Merek juga berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan 
perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh 
Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah paten 
dan merek di Indonesia memegang peran penting dalam perekonomian di 
Indonesia terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha 
industry dalam rangka penanaman modal.33 
 
3. Ruang Lingkup Merek 
Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam undang-undang 
menggunakan istilah merek dagang, sebenarnya yang dimaksudkan 
dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan 
 
31 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, Mandar Maju, 
Bandung, 2010, hlm. 49-50 
32 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, https://www.dgip.go.id/pengenalan-merek  
diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 14.11 
33 Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, Op. Cit, hlm 229 
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pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Adapun lingkup 
merek antara lain:34 
1. Tanda yang diberi perlindungan Merek 
Pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang atau jasa dapat dimintakan perlindungannya. 
2. Merek yang tidak dapat didaftar35 
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
b. Tidak memiliki daya pembeda; 
c. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda 
tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda 
titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas; 
d. Telah menjadi milik khalayak umum; atau 
Contohnya adalah tanda berbahaya yang biasa digambarkan 
dengan tengkorak dengan dua tulang yang bersilang. Maka tanda 
tersebut tidak dapat digunakan sebagai merek. 
e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya. 
Contohnya merek Teh atau gambar teh untuk jenis barang teh 
atau untuk produk teh. 
3. Merek yang ditolak 
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan 
dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 
dan/atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan “persamaan 
pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya 
unsur yang dominan antar Merek yang satu dengan Merek yang 
lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik 
mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau 
 
34 Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, Hak Kekayaan 
Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Institut Pertanian Bogor 
Press, Bogor, 2015, hlm 50 




kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang 
terdapat dalam Merek tersebut.36 
b. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain 
untuk barang darr/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan 
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek 
tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, 
diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena 
promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa 
negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti 
pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal 
tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat 
memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan 
survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau 
tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.37 
c. Memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan 
dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal. 
 
4. Jenis-Jenis Merek 
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada umumnya merek dibagi 
menjadi 2 (dua) jenis antara lain: 
1. Merek Dagang 
Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis 
lainnya.38 Tujuan merek dagang ini adalah untuk memungkinkan 
perusahaan bentuk exclusive identifier dan hanya dapat digunakan 
untuk menandai produk merek tersebut. Jadi merek dagang ini sebagai 
 
36 Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis 
37 Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
38 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis 
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pembeda suatu produk dengan produk lainnya. Merek dagang ini 
adalah merek atau bagian merek yang diberikan untuk melindungi 
secara hukum yaitu melindungi penjual untuk menggunakan hak 
eksklusif dalam menggunakan nama merek atau tanda merek.39 
2. Merek Jasa 
Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis 
lainnya.40 Merek Jasa adalah merek yang biasa digunakan oleh 
perusahaan yang berkecimpung di bidang jasa seperti jasa advokat, 
perushaan iklan dan perushaan jasa lainnya yang bertujuan untuk 
membedakan antara perusahaan jasa-jasa yang memiliki kesamaan 
jenis.41 Sebuah Merek Jasa sifatnya sangat mirip dengan merek. Merek 
Jasa memenuhi fungsi yang sama dan berkaitan dengan Jasa. Jasa 
tersebut dapat berasal dari berbagai macam bidang seperti bidang 
keuangan, perbankan, perjalanan, periklanan atau catering 
(penyediaan makanan). Merek Jasa dapat didaftarkan, diperpanjang, 
dibatalkan, dibagi dan dilisensikan dengan persyaratan yang sama 
dengan merek dagang.42 
 
5. Pendaftaran Merek 
Prinsip konstitutif (first to file principle) di Indonesia mengharuskan 
para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan 
suatu hak atas merek. Prinsip konstitutif tersebut sangat berpotensi dalam 
memberikan kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa pemilik merek 
yang paling utama untuk dilindungi, kepastian hukum dalam pembuktian, 
dan mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak 
dan pasti.43 Untuk dapat mengajukan pendaftaran sebuah merek, maka 
 
39 Aulia Muthiah, Op. Cit, hlm 160 
40 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis 
41 Aulia Muthiah, Op. Cit, hlm 160 
42 Kamil Idris, Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan 
Menengah, World Intellectual Property Organization (WIPO), Jakarta, hlm 15 
43 Kholis Roisah, Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum 
Terhadap Ha katas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia, Tesis Hukum UNDIP, Semarang, 
2001, hlm 66 
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setiap pemohon harus memenuhi persyaratan, tata cara serta lampiran 
yang harus dipenuhi dalam setiap pengajuan permohonan pendafataran 
merek.44 
Pemeriksaan merek terdiri atas pemeriksaan formalitas dan 
pemeriksaan substantive. Pemeriksanan pertama yaitu pemeriksaan 
formalitas, yang dimana permohonan pendaftaran merek harus 
mencantumkan:45 
a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan; 
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 
c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui 
kuasa; 
d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 
unsur warna; 
e. nama Negara dan tanggal permintaan merek pertama kali dalam hal 
permohonan diajukan dengan Hak prioritas; 
f. klasifikasi barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau 
jasa. 
Pengklasifikasian dalam merek dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kelas barang 
terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kelas, yaitu dari kelas 1 (satu) sampai 
dengan kelas 34 (tiga puluh empat). Lalu, kelas jasa terdiri dari 11 (sebelas) 
kelas yaitu dari kelas 35 (tiga puluh lima) hingga kelas 45 (empat puluh 
lima) 
Setelah berhasil dilakukan pemeriksaan formalitas, langka 
selanjutnya adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini bertujuan 
untuk menentukan apakah merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak. 
Merek tidak dapat didaftarkan apabila:46 
a. bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan; 
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang 
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat; 
 
44 Herry Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Medpress Digital, 
Yogyakarta, 2013, hlm 38 
45 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis 
46 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Op. Cit. hlm 21-24 
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d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 
khasiat dari produk yang didaftarkan mereknya; 
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 
f. merupakan nama umum. 
Merek tidak dapat didaftar jika merek tersebut memiliki persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar atau 
dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Tidak semua permohonan 
pendaftaran merek dapat diterima. Permohonan merek tersebut tidak 
dapat diterima apabila: 
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang 
terkenal, foto, atau badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas 
persetujuan tertulis dari yang berhak; 
b. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama dari bendera, 
lambang atau simbol suatu Negara atau lembaga nasional maupun 
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang; 
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 
yang digunakan suatu Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
Hasil pemeriksaan dari suatu pendafataran merek hanya memiliki satu 
putusan yaitu merek tersebut terdaftar atau ditolak. Apabila permohonan 
merek berkesesuaian dengan salah satu dari uraian diatas maka 
diklasifikasikan sebagai permohonan dengan alasan itikad tidak baik 
sehingga permohonan tersebut ditolak. 
 Setelah dilakukan pemeriksaan dan sudah memenuhi persyaratan 
juga masa pengumuman, maka dikeluarkan sertifikat merek milik pemohon 
yang kemudian mereknya sudah resmi terdaftar dalam Daftar Umum 
Merek. Sertifikat merek tersebut merupakan produk perlindungan yang 
diberikan Negara kepada pemilik merek yang dapat berguna menjadi suatu 
dasar dalam:47 
a. kepemilikan yang sah terhadap merek tersebut (alat bukti); 
 
47 Fungsi Pendaftaran Merek, https://www.dgip.go.id/pengenalan-merek diakses pada 
tanggal 27 September 2020 pukul 16.23 
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b. penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada 
pokoknya yang sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran 
oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; 
c. dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama 
keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk 
barang/jasa sejenis. 
 
6. Penghapusan dan Pembatalan Merek 
Penghapusan dan pembatalan merek pada umumnya sama, yaitu 
untuk mencoret merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Perbedaan 
pengahapusan dan pembatalan merek terletak pada alasan yang 
dikemukakan agar merek terdaftar tersebut dapat dinyatakan batal atau 
dinyatakan batal. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan antara 
lain: 
1. Atas Prakarsa Pemilik Merek 
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi 
Geografis yang menyatakan bahwa pemilik merek diperbolehkan untuk 
menghapus merek terdaftar miliknya dan penghapusan tersebut juga 
dicatat yang kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
2. Atas Prakarsa Menteri 
Merek juga dapat dihapus pendaftarannya oleh Menteri yang dilakukan 
jika: 
a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atu keseluruhannya 
dengan indikasi geografis; 
b. Bertentangan dengan ideologi negara Negara, peraturan 
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan 
ketertiban umum; atau 
c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya 
tradisional, warisan budaya benda, atau nama atau logo yang 
sudah merupakan tradisi turun menurun. 
Penghapusan merek tersebut tidak dilakukan semata-mata atas 
perintah atau permintaan langsung dari Menteri melainkan atas 
rekomendasi dari Komisi Banding Merek yang dilakukan jika: 
 
 22 
a. Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan 
Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat mengajukan gugatan 
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; 
b. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 
3. Atas Prakarsa Pihak Ketiga yang Berkepentingan 
Penghapusan merek juga dapat dilakukan oleh Pihak ketiga yang 
berkepentingan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara yang beralasan Merek tersebut tidak digunakan selama 
3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa 
sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Adapun 
pengecualian terhadap penghapusan yang dilakukan atas prakarsa 
Pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal adanya: 
a. Larangan impor; 
b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran yang 
menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari 
pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau 
c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. 
Berbeda halnya dengan penghapusan merek, pembatalan 
merek hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yang 
diajukan melalui gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga 
terhadap pemilik merek terdaftar berdasarkan alasan yang tertera 
pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. 
Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun 
gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila 
terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan 
bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-
undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Akibat 
hukum dari pembatalan merek ini adalah berakhirnya perlindungan 
hukum atas merek tersebut. Dengan adanya putusan pengadilan 
dengan kekuatan hukum yang mengikat terhadap pembatalan merek, 
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pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat 
melakukan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Prinsip National Treatment 
Standar minimum yang merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh negara 
anggota dari Perjanjian TRIPs merupakan suatu perjanjian yang kompleks, 
komprehensif dan ekstensif. Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) di seluruh negara Indonesia termasuk Indondeia wajib menjadikan 
Perjanjian TRIPs beserta standar minimumnya sebagai acuan.48 Adapun 2 (dua) 
organisasi yang sangat berpengaruh berkaitan dengan pengaturan HKI sedia 
yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade 
Organizarion (WTO). Indonesia sebagai negara anggota WIPO memiliki hak dan 
kewajiban yang berbeda dengan sebagai negara anggota WTO.49 Negara 
anggota WTO wajib tunduk pada Annex dari WTO yang salah satunya adalah 
Perjanjian TRIPs. Seluruh negara anggota wajib untuk mengharmonisasikan 
sistem hukum HKI-nya ke arah Perjanjian TRIPs dan juga mewajiban untuk 
tunduk pada Konvensi Paris, Konvensi Berne, dan Konvensi Roma. Hal tersebut 
dikarenakan Perjanjian TRIPs mengadopsi substansi dari konvensi-konvensi di 
atas. Prinsip utama WTO merupakan acuan dari prinsip atau standar yang diatur 
dalam TRIPs dalam perlindungan HKI. Sistem hukum HKI secara dramatik 
mengalami perubahan berbasis Perjanjian TRIPs terhadap negara-negara 
anggota.50 Prinisip yang menjadi landasan dari pengaturan hubungan 
perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO salah satunya dikenal dengan 
prinsip National Treatment (NT) yang merupakan prinsip perlakuan nasional 
yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnnya.51 
Prinisip National Treatment yang merupakan Non-Discrimation Principle 
yang kedua di Perjanjian TRIPs setelah prinsip Most Favoured Nation tercantum 
 
48 Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty 
Ltd, Alumni, Bandung, 2002, hal 36. 
49 Tim Lindsey, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Catatan Ke-6, 
Alumni, Bandung, 2011, hal 29. 
50 Annette Kur & Marianne Levin, Intellectual Property Rights in a Fair World Trade 
System – Proposal for Reforms of TRIPs, Edward Elgar Publishin Inc, United Kingdom, 2011, 
hal 12. 
51 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Moden di Era Global, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2008, hal 309 
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dalam pasal 3 paragraf 1 Perjanjian TRIPs yang pada intinya mempersyaratkan 
bahwa negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang 
mengistimewakan serta menguntungkan terkait perlindungan terhadap produk-
produk HKI, jika memberikan perlakuan istimewa kepada warga negara sendiri, 
maka wajib juga memberikan perlakuan istimewa yang sama kepada warga 
negara WTO lainnya. Prinsip National Treatment merupakan upaya untuk 
mencegah diskriminasi pada pasar domestik menciptakan harmonisasi 
perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi dalam perdagangan 
internasional, menstabilkan sistem pasar bebas, serta dapat mengurangi biaya-
biaya dalam rangka pasar bebas serta memungkinkan negara kecil untuk turut 
mendapatkan manfaat (benefit) dari keberadaan neagra-negara maju yang 
sering dalam kerjasamanya memberikan bantuan.52 
Adapun pengecualian pada prinsip National Treatment dimana negara yang 
menggunakan special reservation sebagaimana diatur dalam Konvensi Berne 
dan Konvensi Roma dengan syarat harus memberikan pemberitahuan kepada 
Dewan TRIPs berdasarkan pasal 3 paragraf 1 Perjanjian TRIPs. Selain itu, jika 
dilihat dari penegasannya dalam perlindungan HKI secara internasional terletak 
pada pemenuhan standar minimum TRIPs dalam peraturan perundang-
undangan nasional negara anggota. Dalam pengaturan HKI di negara anggota 
dipersyaratkan minimal harus sama dengan TRIPs, negara anggota dijinkan 
memperluas pengaturannya namun tidak boleh kurang dari standar TRIPs 
dimana dalam kerangka pengaturan dimaksudkan lebih luas untuk memberikan 
perlindungan yang lebih baik kepada jenis-jenis HKI yang sangat berragam 
yang dimiliki oleh suatu negara. 53 
Sehubungan dengan Non-Discrimation Principle dan standar minimum 
dalam perjanjian TRIPs, Peter S. Watson berpendapat yang pada intinya bahwa 
kewajiban pelaksanaan Non-Discrimation Principle serta standar minimum 
dalam perlindungan HKI pada hakikatnya menyiratkan pengaturan TRIPs 
memberikan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian-
perjanjian internasional mengenai HKI lainnya terutama dalam rangka 
 
52 Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika Press, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal 61. 
53 Lihat Pasal 3 Paragraf 1 Perjanjian TRIPs 
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penegakan hukumnya.54 Demikian juga perjanjian TRIPs sesungguhnya juga 
memberikan keleluasaan untuk mengambil Langkah-langkah, menggunakan 
hukum nasioanl negara anggota dengan syarat adanya harmonisasi dan tidak 
bertentangan dengan TRIPs.55 
 
C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum 
Menurut Kamus Umum Bahasa, kata kepastian memiliki arti tentu, sudah 
tetap, tidak boleh tidak. Sehingga kepastian berarti ketentuan atau ketetapan.56 
Hukum secara umum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan 
yang dibuat oleh pihak yang berwenang (pejabat negara) dengan tujuan untuk 
mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan 
melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi 
hukuman bagi mereka yang melangar.57 Selain itu para ahli juga memberikan 
definisi kepastian hukum sebagai berikut: 
1. Radbuch mengemukakan pendapat mengenai 3 (tiga) cita-cita hukum yaitu 
untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 
Keadilan dalam hal ini menuntut setiap hukum agar senantiasa 
mementingkan keadilan, kemanfaatan senantiasa mementingkan 
manfaaat, sementara kepastian hukum yang mengutamakan adanya 
peraturan yang pasti. Kepastian hukum juga berarti setiap orang dapat 
menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut terpenuhi, serta 
setiap pelanggaran hukum akan segera ditindak dan dikenakan sanksi 
hukuman.58 
2. Utrecht dalam pendapatnya mengenai kepastian hukum membagi 
menajadi 2 (dua) pengertian yaitu:59 
 
54 Peter S, Watson, Completing the World Trading System – Proposal for a 
Millenium Round, Kluwer Law International, Cambridge, 2000, hal 31-32. 
55 Lihat Pasal 1 Paragraf 1 Perjanjian TRIPs 
56 Ephraim Jeremia Katiandagho Caraen, Kepastian Hukum Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja, Jurnal Universitas Atma Jaya, 
2010, hlm 17  
57 Ibid, hlm 19-20 
58 Ibid, hlm 20 




a. Kepastian hukum berarti adanya aturan yang bersifat umum membuat 
setiap individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan/atau tidak 
boleh dilakukan; 
b. Kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 
bersifat umum tersebut, setiap individu mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara. 
3. Sudikno Mertukusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai sebuah 
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Kepastian 
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-
undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga segala aturan 
tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian 
bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.60 
Dengan kata lain, kepastian hukum berarti hukum yang tepat atau pasti 
terhadap segala aspek didalamnya serta ancamannya. Namun kepastian hukum 
tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus bersamaan dengan pemberian 
kemanfaatan dan keadilan untuk mencapai suatu tujuan hukum. 
  
 







A. Kesesuaian Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Merek 
Berbahasa Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 
2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
1. Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Merek Berbahasa 
Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) memberikan 
definisi merek yang dimana merek merupakan tanda yang dapat 
ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 
susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, 
suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.61 
Klasifikasi merek dagang yang merupakan merek yang hanya digunakan 
untuk barang, pernah dimasukkan kepada klasifikasi yang sebagaimana 
disebutkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. 
Kemudian klasifikasi tersebut dicabut setelah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) dan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 
MIG) yang sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dan 3 yang 
menyebutkan bahwa klasifikasi merek pada umumnya memiliki 2 (dua) 
jenis yaitu merek dagang dan merek jasa, yang diuraikan lebih jelasnya 
antara lain: 
Pasal 1 angka 2 UU MIG: 
“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
 
61 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. 
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sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis 
lainnya.” 62 
Pasal 1 angka 3 UU MIG: 
“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis 
lainnya.” 63 
Selain itu, ketentuan Merek Dagang juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Badan Bahasa) sebagaimana diatur 
dalam pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan “Bahasa Indonesia wajib 
digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau 
permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, 
lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki 
oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.” Kemudian 
dalam Pasal 40 UU Badan Bahasa tersebut diatur ketentuan lebih lanjut 
mengenai penggunaan Bahasa Indonesia yang dimana tercantum dalam 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa 
Indonesia (selanjutnya disebut Perpres Bahasa). Ketentuan mengenai 
merek dagang dalam Perpres Bahasa hanya mengatur kewajiban 
penggunaan Bahasa Indonesia pada merek dagang sebagaimana diatur 
dalam Pasal 35 Perpres Bahasa yang menyebutkan bahwa: 
Ayat (1): 
“Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang 
berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara 
Indonesia atau badan hukum Indonesia.” 
Ayat (2): 
“Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk merek dagang 
yang merupakan lisensi asing.” 
Ayat (3): 
“Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, 
nama merek dagang dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa 
Asing.” 
Ayat (4): 
“Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.” 
 
62 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. 
63 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 




“Pencantuman Bahasa Indonesia pada merek dagang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
Ketentuan pasal 35 Perpres Bahasa mengatur kewajiban penggunaan 
Bahasa Indonesia hanya pada merek dagang milik warga negara Indonesia 
atau Badan Hukum Indonesia, namun kewajiban tersebut dikecualikan 
pada merek dagang yang merupakan lisensi asing. Dalam hal merek 
dagang mempunyai keadaan dimana merek tersebut memiliki nilai sejarah, 
budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, maka merek dagang tersebut 
dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing dengan ditulis 
menggunakan aksara latin. Ketentuan kewajiban penggunaan bahasa 
Indonesia pada merek dagang milik warga negara Indonesia atau Badan 
Hukum Indonesia yang diatur dalam pasal 35 Pepres Bahasa tersebut 
berlandaskan pada nilai-nilai filosofis Bangsa Indonesia dimana Bahasa 
Indonesia adalah identitas dan jati diri Negara Kesatuan Negara Republik 
Indonesia. Hal tersebut juga merupakan bentuk kedaulatan negara dalam 
tata pergaulan dengan negara-negara lain yang menjadi cerminan dari 
kemandirian dan eksistensi Bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, 
adil dan makmur. Dengan begitu, Bahasa bukan hanya bentuk pengakuan 
Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan juga sebagai lambang 
negara yang dibanggakan dan dihormati warga negara Indonesia.64 Namun 
apabila melihat tujuan UU MIG dalam hal meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, memberi kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan 
dan investasi dalam mengahadapi perkembangan perekonomian lokal 
regional, nasional, dan internasional dan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan Perpres 
Bahasa tersebut bertentangan dengan tujuan UU MIG karena Perpres 
Bahasa fokus pada eksistensi bangsa dalam pergaulan melalui penggunaan 
merek berbahasa Indonesia sedangkan hal tersebut menghambat 
kreativitas dalam penemuan nama merek dalam hal menghadapi 
perkembangan perkonomian secara internasional yang biasa 
menggunakan merek berbahasa asing. 
 
64 Paragraf Pertama Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 
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Dari uraian diatas juga dapat ditemukan bahwa pada ketentuan dalam 
UU MIG telah membagi klasifikasi merek menjadi 2 (dua) yaitu merek 
dagang dan merek jasa. Namun jika dilihat dari ketentuan dalam Perpres 
Bahasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) yang hanya 
mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada merek 
dagang tidak diuraikan lebih lanjut lagi dalam pasal lain ataupun penjelasan 
mengenai keberlakukannya terhadap merek jasa. Suatu hak atas merek 
akan mendapat perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar.65 
Hak atas merek yang merupakan hak ekslusif bagi pemilik merek yang 
sudah terdaftar tersebut merupakan konskuensi yuridis yang diberikan 
negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau 
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka 
waktu tertentu.66 Hal tersebut ada kaitannya dengan doktrin prior in filling 
yang mengemukakan bahwa pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih 
dahulu adalah yang berhak atas suatu merek.67 
Kerugian yang akan dirasakan merek dagang karena adanya 
pembatasan kreativitas ditimbulkan karena ketentuan pada Perpres Bahasa 
dan UU Badan Bahasa yang hanya mengatur kewajiban penggunan Bahasa 
Indonesia pada merek dagang sedakan pada merek jasa tidak diberlakukan 
ketentuan yang sama.68 Padahal merek jasa sama seperti dengan merek 
dagang, keduanya memperoleh perlindungan hak atas merek disaat merek 
tersebut terdaftar. Adapun contoh merek jasa yang telah mendapat 
perlindungan dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia tetapi 
menggunakan bahasa Inggris, merek jasa tersebut adalah maskapai 
penerbangan “Lion Air” dan taksi “Blue Bird” yang merupakan milik 
perusahaan Indonesia di bidang transportasi. Kedua merek tersebut telah 
terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayan Intelektual, Kementerian Hukum 
 
65 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis. 
66 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. 
67 R. Murjiyanto, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi 
Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), Jurnal Hukum Ius Quia 
Iustum, Vol. 24 No. 1, Januari 2017, hlm 56. 
68 Muh. Alis Masnun, Radhyca Nanda Pratama, Dilla Nurfiana Astanti, Menakar Kewajiban 
Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Merek Dagang, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas 
Gadjah Mada, Vol. 32 No. 3, 2020, hlm 397. 
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dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DJKI) yang diaman 
perinciannya sebagai berikut:69 
a. Lion Air70  
No. Pendaftaran : IDM000367245 
Pemilik  : PT. Lion Group  
Alamat  : Jl. AM. Sangaji No. 19 Petojo Utara, Gambir, 
Jakarta Pusat 
Kewarganegaraan: Indonesia 
b. Blue Bird71 
No. Pendaftaran : IDM000098333 
Pemilik  : PT. Pusaka Citra Djokosoetono 
Alamat  : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60 Kel. Tegal 
Parang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 
Kewarganegaraan: Indonesia 
Karena pemilik dari kedua merek jasa diatas telah mendaftarkan 
mereknya tersebut maka kedua merek tersebut berhak mendapat 
perlindungan hukum. Pendaftaran kedua merek jasa tersebut juga telah 
memenuhi kriteria yang sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam 
undang-undang dengan bukti adanya sertifikat pendaftaran sebagai bentuk 
pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual atau dalam hal 
ini hak esklusif atas merek yang dimiliki seseorang.72 Prinsip konstitutif (first 
to file principle) di Indonesia mengharuskan para pemilik merek untuk 
mendaftarkan mereknya agar mendapatkan suatu hak atas merek. 
Undang-Undang Merek sejatinya menganut prinsip konstituftif yang 
menyatakan apabila suatu hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak atas 
merek telah didaftarkan seseorang dan kepemilikan hak atas merek 
tersebut dapat diakui dan dilindungi secara sah oleh undang-undang 
 
69 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 17.08 
WIB 
70 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/J002008020392?type=trademark&keyword=lion+air 
diakses pada tanggal 19 Maret 17.38 WIB 
71 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/J992005008425?type=trademark&keyword=blue+bird 
diakses pada tanggal 19 Maret 17.38 WIB 
72 Muh. Alis Masnun, Radhyca Nanda Pratama, Dilla Nurfiana Astanti, Op CIt. 
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(Undang-Undang Merek).73 Prinsip konstitutif tersebut sangat berpotensi 
dalam memberikan kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa pemilik 
merek yang paling utama untuk dilindungi, kepastian hukum dalam 
pembuktian, dan mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang 
paling berhak dan pasti.74 Untuk dapat mengajukan pendaftaran sebuah 
merek, maka setiap pemohon harus memenuhi persyaratan, tata cara serta 
lampiran yang harus dipenuhi dalam setiap pengajuan permohonan 
pendafataran merek.75 
Berdasarkan hal tersebut bahwa baik merek dagang ataupun merek 
jasa, keduanya memiliki peluang yang sama menggunakan bahasa asing 
dan tetap mendapat perlindungan hak atas merek apabila telah memenuhi 
syarat-syarat sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Merek, sehingga 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Perpres Bahasa perlu 
ditinjau kembali dalam hal jenis merek yang akan diberlakukan kewajiban 
penggunaan Bahasa Indonesia. Keperluan ditinjau kembali ketentuan 
tersebut karena materi muatan dalam peraturan perundang-undangan 
harus memuat asas keadilan yang dapat dimaknai dalam konteks ini harus 
adil secara proporsional tidak hanya pada merek dagang melainkan juga 
merek jasa.76 Keberlakukan ketentuan mengenai kewajiban penggunaan 
Bahasa Indonesia pada merek jasa perlu ditinjau kembali menggunakan 
metode penemuan hukum tepatnya menggunakan metode interpretasi 
atau metode penafsiran.  
Metode yang digunakan untuk mencari makna ketentuan mengenai 
kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang dapat diberlakukan untuk 
merek jasa adalah metode interpretasi sistematis dan interpretasi ekstensif. 
Dalam interpretasi sistematis, hakim memandang hukum sebagai satu 
kesatuan sebagai sistem peraturan. Suatu peraturan tidak dipandang 
sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu 
 
73 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 157. 
74 Kholis Roisah, Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum 
Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia, Tesis Hukum UNDIP, Semarang, 
2001, hlm 66 
75 Herry Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Medpress Digital, 
Yogyakarta, 2013, hlm 38 
76 Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
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sistem. Jadi apabila interpretasi suatu peraturan didasarkan pada letak 
peraturan itu di dalam keseluruhan sistem peraturan, maka hakim dalam 
melakukan interpretasi sistematis terhadap suatu peraturan tidak hanya 
dari satu himpunan peraturan dapat membenarkan interpretasi tertentu 
dari peraturan itu melainkan juga dari beberapa peraturan yang 
mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Hubungan antara 
keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peratuan 
itu terhadap satu sama lain, namun oleh tujuan bersama atau asas-asas 
yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu.77 
Mengacu pada ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa 
Indonesia sebagaimana diatur pasal 35 Perpres Bahasa yang kemudian 
dihubungkan menggunakan intepretasi sistematis dengan Pasal 1 angka 3 
UU MIG yang menyatakan bahwa “Merek jasa adalah Merek yang 
digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 
dengan jasa sejenis lainnya.”78 Kemudian dengan memperhatikan frasa dan 
kalimat maka hasil interpretasi sistematis dapat dimaknai bahwa jasa 
merupakan sebuah entitas produk untuk kerja dan berupa layanan 
berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai dan dihasilkan oleh 
orang perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan 
berbadan hukum yang diperdagangkan dengan jasa jenis lainnya atau 
dalam hal ini merek jasa lainnya.79 
Metode interpretasi ekstensif mengakibatkan suatu ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan diberi arti atau dengan daya berlaku 
yang lebih luas daripada apabila diinterpretasi hanya secara gramatikal.80 
Maka dengan menggunakan metode tersebut, pengaturan mengenai 
kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia merek dagang sebagaimana 
diatur dalam pasal 35 Perpres Bahasa dapat juga diterapkan pada merek 
jasa karena mendasar pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 
 
77 Sudikno Mertukusomo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 
2006, hlm 59. 
78 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis 
79 Muh. Alis Masnun, Radhyca Nanda Pratama, Dilla Nurfiana Astanti, Op CIt. 
80 Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam 
Menemukan Hukum, Repository Universitas Jember, 2016, hlm 137. 
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Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) 
sebagaimana disebutkan bahwa “produk dalam negeri adalah barang yang 
dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.” Maka 
ketentuan tersebut menegaskan bahwa produk yang dihasilkan dan 
diperdagangkan oleh pelaku usaha ada 2 (dua) jenis yaitu barang dan/atau 
jasa. 
  
2. Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Merek Berbahasa 
Indonesia Ditinjau dari Perjanjian TRIPs 
Indonesia telah meratifikasi Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) selanjutnya disebut 
perjanjian TRIPs dengan pengesahan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara anggota 
World Trade Organization (WTO) tidak dapat dipungkiri membawa 
konsekuensi untuk mentaati kewajiban yang ada pada perjanjian TRIPs 
termasuk didalamnya mengharmonisasikan prinsip National Treatment 
dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kemudian 
mengimplementasi dan melakukan penegakan hukum di bidang tersebut.81 
Prinsip National Treatment diatur pada pasal 3 paragraf 1 Perjanjian TRIPs 
yang menjelaskan bahwa:82 
“Setiap Anggota harus memberikan perlakuan yang tidak kurang 
menguntungkan bagi warga negara dari Anggota lain daripada yang 
diberikan kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan 
perlindungan kekayaan intelektual, dengan tunduk pada pengecualian-
pengecualian yang telah ditetapkan masing-masing dalam Konvensi 
Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma, atau Perjanjian 
tentang Kekayan Intelektual sehubungan denan Sirkuit Terpadu. 
Sehubungan dengan pemain, produser rekaman suara dan organisasi 
penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak-hak 
yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap Anggota yang memanfaatkan 
kemungkinan-kemungkinan yang ditetntukan pasal 6 Kovensi Berne 
(1971) atau Pasal 16 paragraf 1(b) Konvensi Roma harus membuat 
pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan-
ketentuan tersebutkepada Dewan TRIPs.”  
 
81 Imam Syaukanni & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2006, hal. 26-27. 
82 Article 3 Paragraph 1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
 
 35 
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip National 
Treatment dalam HKI memberikan persyaratan bahwa perlindungan hak 
atas kekayaan intelektual harus diberikan perlakuan yang sama antara 
pemilik dari warga negara nasional maupun dari negara asing. Kemudian 
mengenai bagaimana penerapan prinsip National Treatment di Indonesia 
misalnya di bidang merek, maka berdasarkan prinsip tersebut perlindungan 
terhadap pemilik hak atas merek dari warga asing harus mendapat 
perlindungan yang sama dengan pemilik hak atas merek dari warga negara 
Indonesia sendiri.  
Selain itu negara anggota dalam perjanjian TRIPs juga diwajibkan untuk 
mentaati standar minimum yang dimana standar tersebut berkaitan dengan 
prinsip National Treatment itu sendiri.83 Indonesia sebagai negara anggota 
yang sudah meratifikasi perjanjian TRIPs harus mentaati standar minimum 
tersebut dengan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 1 paragraf 1 
Perjanjian TRIPs yang menjelaskan bahwa:84 
“Anggota wajib memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam 
Persetujuan ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, menerapkan dalam 
hukum mereka perlindungan yang lebih luas daripada yang disyaratkan 
oleh Persetujuan ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat 
untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dalam sistem 
dan praktik hukum mereka sendiri.” 
 Dari pengaturan diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara 
anggota dalam Perjanjian TRIPS tidak harus memberikan proteksi HKI yang 
lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam Perjanjian TRIPS, negara 
anggota hanya boleh mematuhi standar minimum TRIPS, TRIPs Plus, dan 
boleh menentukan sendiri metode yang cocok dalam pelaksanaan TRIPs 
dalam legalisasinya. Adapun ketentuan mengenai merek itu sendiri yang 
diatur dalam pasal 15 Perjanjian TRIPs yang menyebutkan:85 
“Setiap tanda, atau kombinasi tanda apa pun, yang dapat membedakan 
barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, harus dapat menjadi 
merek dagang. Tanda-tanda tersebut khususnya kata-kata termasuk 
nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta 
kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk 
didaftarkan sebagai merek dagang. Jika tanda tidak secara inheren 
 
83 Ni Ketut Supasti Dharmawan & Wayan Wiryawan, Keberadaan dan Implikasi Prinsip 
MFN dan NT dalam Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jurnal Magister Hukum 
Udayana, Vol. 6 No. 2, 2014, hal 270. 
84 Article 1 Paragraph 1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
85 Article 15 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
 
 36 
mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, anggota dapat 
membuat keterdaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh 
melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat 
pendaftaran bahwa tanda-tanda itu dapat dilihat secara visual.” 
Berdasarkan uraian pasal di atas dapat ditarik beberapa poin antara lain 
memberikan definisi merek yang merupakan kobinasi tanda yang 
didalamnya termasuk kata-kata, nama pribadi, huruf, angka elemen 
figuratif serta kombinasi warna. Merek dapat didaftarkan dengan syarat 
merek tersebut dapat menjadi tanda pembeda barang atau jasa suatu 
usaha dengan usaha lain dan dapat menjadi merek suatu usaha. Kemudian 
ada pengecualian yang dapat dibuat negara anggota untuk merek yang 
tidak memiliki daya pembeda baik secara kekhasan, penggunaan, maupun 
secara visual. Pada pada pasal 13 UU MIG mengatur mengenai standar 
minimum yang diberikan Tanggal Penerimaan setelah memenuhi 
persyaratan yang terdiri atas formulir permohonan yang telah diisi lengkap; 
label Merek; dan bukti pembayaran biaya. 
Dari uraian ketentuan dalam Perjanjian TRIPs diatas mengenai 
prinsip National Treatment, standar minimun, merek dagang dalam TRIPs, 
ketentuan mengenai merek itu sendiri dalam UU MIG dan dengan melihat 
ketentuan pasal 35 Pepres Bahasa maka Indonesia telah memberikan 
pengaturan yang lebih ketat dan lebih tinggi daripada pengaturan dalam 
Perjanjian TRIPs. Pada pasal 35 ayat (1) Perpres Bahasa mengatur 
mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada merek dagang 
milik warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, sedangkan 
perjanjian TRIPs tidak mengatur mengenai hal tersebut. Pada pasal 35 ayat 
(2) Perpres Bahasa menjelaskan bahwa:  
“Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk merek 
dagang yang merupakan lisensi asing.” 
Dikarenakan pada ketentuan perjanjian TRIPs tidak diatur mengenai 
konteks penggunaan bahasa Indonesia, maka merek yang dimiliki negara 
lain tetap dapat mendapat perlindungan mereknya di Indonesia dengan 
tidak harus menggunakan bahasa Indonesia karena pada dasarnya 
ketentuan pada Perpres Bahasa tersebut juga telah memberikan 




3. Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Merek Berbahasa 
Indonesia ditinjau dari Panduan Penerapan Perangkat Merek  
Jika suatu perangkat (seperti kata atau logo) tersebut berbeda, maka baru 
dapat disebut sebagai merek dagang atau merek jasa. Perangkat yang 
mampu membedakan barang atau jasa yang digunakan dari pihak lain 
dapat disebut perangkat pembeda. Sedangkan perangkat yang hanya 
menyebutkan atau menggambarkan suatu kualitas atau karakteristik 
barang atau jasa merupakah perangkat tidak khas. Kekhasan dari suatu 
perangkat umumnya dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari lima 
kategori yang termasuk dalam skala kekhasan dari yang paling khas sampai 
dengan yang tidak khas, antara lain:86 
a. Fanciful Marks (Merek Fantastis) 
Merek Fantastis merupakan perangkat yang ciptakan bertujuan 
tunggal, berfungsi sebagai merek dagang dan tidak memiliki arti lain 
selain bertindak sebagai merek. Merek ini dianggap sebagai jenis tanda 




- XEROX   
b. Arbitrary Marks (Merek Sewenang-Wenang) 
Merek sewenang-wenang menggunakan perangkat yang bermakna 
umum yang tidak ada hubungannya dengan barang atas jasa yang 
dijual. Berikut merupakan contoh merek sewenang-wenang yang 
meliputi: 
- APPLE (untuk computer) 
- LOTUS (untuk perangkat lunak) 
- SUN (untuk computer) 
c. Suggestive Marks (Merek Sugestif) 
Merek sugestif adalah merek yang memperlihatkan karakteristik atau 
kualitas barang dan jasa. Pada kenyataannya merek sugestif tidak 
 
86 https://bitlaw.com/trademark/degrees.html#suggestive diakses pada tanggal 10 Juli 
2021 pukul 17.00 WIB. 
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sekuat merek fantastis atau merek sewenang-wenang karena merek 
sugestif jauh lebih umum karena keuntungan pemasaran merek dari 
produk yang melekat di benak pelanggan. Merek sugestif memiliki 
banyak kesamaan dengan merek deskriptif dan cenderung sulit 
dibedakan karena keduanya dimaksudkan untuk merujuk pada barang 
dan jasa yang bersangkutan. Merek sugestif memerlukan beberapa 
imajinasi, pemikiran, atau persepsi untuk mencapai kesimpulan tentang 
sifat barang. Sedangkan merek deskriptif tidak memerlukan imajinasi, 
pemikiran, atau persepsi semacam itu. Berikut merupakan contoh 
merek sugestif yang meliputi: 
- MICROSOFT (saran perangkat lunak untuk mikrokomputer) 
- NETSCAPE (saran perangkat lunak yang memungkinkan melintasi 
“lanskap” internet) 
- SILICON GRAPHICS (saran computer berorientasi grafis) 
d. Descriptive Marks (Merek Deskriptif) 
Merek deskriptif (hanya merek deskriptif) merupakan perangkat yang 
hanya menggambarkan layanan atau barang yang menggunakan 
merek tersebut. Jika suatu perangkat hanya deskriptif, itu bukan tanda 
sama sekali, karena tidak berfungsi untuk mengidentifikasi sumber 
barang atau jasa. Tidak ada hak merek dagang yang diberikan hanya 
untuk merek deskriptif. Tanda misdeskriprif sama-sama lemah. Seperti 
yang dijelaskan diatas, merek deskriptif sulit dibedakan dari tanda 
sugestif. Merek deskriptif memunkinkan seseorang untuk mencapai 
kesimpulan itu tanpa imajinasi, pemikiran, atau persepsi semacam itu. 
Merek imajiner berikut tanda dianggap merek hanya deskriptif untuk 
peripheral computer: 
- FAST BAUD untuk modem (menggambarkan kecepatan modem); 
- 104 KEY untuk keyboard computer (menggambarkan jumlah tombo 
pada computer); 
- LIGHT untuk computer portable (menggambarkan berat computer); 
dan 
- TUBELESS untuk monitor computer (walaupun salah deskripsi untuk 
monitor yang berisi tabung). 
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Namun, mungkin saja tanda deskriptif menjadi khas dengan mencapai 
makna sekunder. Makna sekunder menunjukkan bahwa meskipun 
merek menggambarkan langsung barang atas jasa, konsumen 
mengenali merek tersebut memiliki fungsi penunjuk sumber. Setelah 
dapat ditunjukkan bahwa istilah atau frasa deskriptif telah mencapai 
“makna kedua” (makna pertama adalah makna istilah atau frasa yang 
dipahami secara umum), merek dagang yang dapat dilindungi 
dikembangkan. Makna sekunder dapat dicapai melalui penggunaan 
jangka panjang, atau sejumlah besar iklan dan publisitas. Perolehan 
makna sekunder sering dibuktikan melalui penggunaan survei 
konsumen, yang menunjukkan bahwa konsumen mengenali merek 
sebagai merek. Seperti “FORD” sebagai lawan dari istilah deskriptif. 
Contoh merek yang mungkin dianggap deskriptif tetapi memiliki makna 
sekunder yang jelas meliputi: 
- SHARP untuk televisi; 
- DIGITAL untuk computer; 
- WINDOWS untuk perangkat lunak; 
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES untuk computer dan mesin 
bisnis lainnya; dan 
- POWER COMPUTING untuk computer berbasis Power PC Chip.   
e. Generic Marks (Merek Generik) 
Merek generic adalah perangkat yang benar-benar menamai suatu 
produk dan tidak dapat berfungsi sebagai merek dagang. Tidak seperti 
merek deskriptif, perangkat generik tidak akan menjadi merek dagang 
bahkan jika diiklankan sedemikian rupa sehingga makna sekunder 
dapat dibuktikan di benak konsumen. Alasan untuk membuat kategori 
merek generic adalah bahwa tidak ada produsen atau penyedia layanan 
yang diberikan hak eksklusif untuk menggunakan kata-kata yang 
secara umum mengidentifikasi suatu produk. 
Suatu merek dagang yang sah dapat menajdi generic jika masyarakat 
konsumen menyalahgunakan merek tersebut secara memadai sehingga 
merek tersebut menjadi nama generic bagi produk tersebut. Contoh 
utama dari merek dagang sebelumnya yang menjadi nama generik 
suatu produk adalah ASPIRIN dan CELLPHANE. Merek dagang saat ini 
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yang pernah dianggap sebagai kandidat untuk menjadi generic adalah 
XEROX dan KLEENEX. XEROX telah menghabiskan banyak uang iklan 
untuk mencegah penyalahgunaan mereknya. Dengan demikian, XEROX 
kemungkinan akan menhindari hilangnya merek dagangnya. Kata-kata 
dan frasa berikut berikut dapat dianggap generic dan oleh karena itu 
tidak dapat berfungsi sebagai merek dagang: 
- SMARTPHONE; 
- SOCIAL NETWORK; dan 
- E-MAIL. 
Dari uraian penjelasan dari lima kategori yang termasuk dalam skala 
kekhasan perangkat atau merek dapat disimpukan bahwa merek yang 
fantastis, sewenang-wenang, atau sugestif dianggap cukup khas sebagai 
merek dagang. Namun berbeda jika perangkat tersebut bersifat deskriptif, 
maka dapat berfungsi sebagai merek dagang atau merek jasa hanya jika 
telah memperoleh makna sekunder. Lain hal dengan perangkat generik 
yang tidak pernah bisa menjadi merek dagang. Kekuatan suatu merek 
ditentukan sebagian oleh tempat merek tersebut jatuh pada skala 
kekhasan. Merek Fantastis dianggap lebih khas daripada Merek Sugestif, 
oleh karena itu diberikan perlindungan yang lebih besar oleh pengadilan. 
Dari kesimpulan diatas juga dapat ditemukan bahwa merek tidak dapat 
dikubukan karena sesuai dengan kategori kekhasan perangkat ditemukan 
bahwa ada merek yang tidak memiliki arti namun tetap dapat dianggap 
sebagai suatu merek. Maka sebaiknya kewajiban penggunaan merek 
berbahasa Indonesia ditiadakan karena dapat menimbulkan adanya 
hambatan dalam penerapannya. Namun apabila kewajiban penggunaan 
merek berbahasa Indonesia tersebut diuji dengan UU MIG maka dapat 
melihat ketentuan pasal 35 ayat 5 yang menyebutkan: 
“Pencantuman Bahasa Indonesia pada merek dagang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan.” 
Dari ketentuan tersebut dapat dilihat apabila terjadi pertentangan antara 
pasal 35 Perpres Bahasa dan UU MIG dalam hal merek terdaftar 




4. Harmonisasi Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Merek 
Berbahasa Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 
2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis 
Harmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan selaku 
subsistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga 
norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak saling 
berlawanan serta tidak terjalin duplikasi ataupun tumpang tindih. Urgensi 
dari harmonisasi hukum ini, di satu pihak membagikan landasan hukum 
yang kokoh cocok dengan hierarki peraturan perundang-undangan, di lain 
pihak dari segi sistem hukum serta asas hukum, sehingga dalam 
pelaksanaannya tidak terjalin konflik norma. Permasalahan pokoknya yakni 
gimana kerangka pemikiran yang bisa digunakan dalam menguasai konsep 
harmonisasi hukum buat menanggulangi terbentuknya pertentangan- 
pertentangan, batas perbandingan di antara ketentuan- ketentuan 
peraturan perundangan- undangan selaku sistem hukum dalam satu 
kesatuan sistem hukum nasional, sehingga tidak terhalang oleh 
pertentangan, perbandingan serta tidak terjalin tumpang tindih.87 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 
memberikan definisi harmonisasi hukum merupakan aktivitas ilmiah untuk 
menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada 
nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian 
terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam bermacam 
aspek apakah sudah mencerminkan keselarasan serta kesesuaian dengan 
peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup 
dalam warga, konvensi-konvensi serta perjanjian-perjanjian internasional 
baik serta perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral ataupun 
multirateral yang sudah diratifikasi Indonesia.88 Dari uraian diatas, 
harmonisasi hukum dimaksud selaku upaya ataupun proses untuk 
 
87 Kusnu Goesniadhie Slamet, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-
Undangan, Jurnal Hukum No. 27 Vol. 11 September 2004, hlm 84. 
88 Moh. Hasan Wargakusumah, dkk., Perumusan Harmonisasai Hukum tentang 
Metodologi Harmonisasi Hukum, BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997, hlm 37. 
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merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, 
keseimbangan, di antara norma-norma hukum di dalam peraturan 
perundang-undangan selaku sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka 
sistem hukum nasional. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam 
peraturan perundang-undangan selaku sub-sistem dalam satu kesatuan 
kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-
perbedaan, tidak saling berlawanan serta tidak terjalin duplikasi ataupun 
tumpang tindih. Adapaun maksud dari harmonisasi atau sinkronisasi adalah 
agar substansi yang diatur dalam peraturan perundang-udangan saling 
melengkapi dan saling terkait. Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan 
landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan 
kepastian hukum.89 
Adanya dualisme ketentuan merek dagang dalam Undang-Undang 
Merek dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 memiliki dampak atau 
pengaruh bagi sistem hukum merek di Indonesia. Hal tersebut 
mengharuskan adanya jaminan harmonisasi diantara kedua pengaturan 
mengenai merek dagang tersebut sehingga dapat tercipta peraturan 
perundang-undangan yang baik dan tidak saling bertentangan antara satu 
dengan yang lainnya.  
Definisi merek dalam ketentuan Undang-Undang Merek tidak 
mewajibkan suatu merek dagang yang dimiliki oleh Warga Negara 
Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi di dalam UU MIG sendiri 
memberikan unsur-unsur merek untuk dapat dilindungi yang meliput tiga 
hal yaitu tanda, daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang dan/atau jasa. Hal tersebut sama dengan yang 
dikemukakan oleh Rahmi Jened yang menggunakan istilah “elemen merek” 
yang mampu memberikan perlindungan hukum sebagai merek yaitu 
sebagai tanda, daya pembeda dan penggunaan untuk perdagangan barang 
dan/atau jasa.90 Menurut T. Mulya Lubis juga menjelaskan bahwa merek 
merupakan sebuah tanda yang mengandung daya pembeda yang cukup 
 
89 Supardan Modeong, Teknik Perundang-Undangan di Indonesia, Perca, Jakarta, 
2003, hlm 22. 
90 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi 
Ekonomi, PT Kencana, Jakarta, 2017, hlm 60. 
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dengan barang-barang sejenis, kalau tidak ada daya pembeda maka tidak 
mungkin disebut merek.91 Kaitannya dengan kewajiban penggunaan 
Bahasa Indonesia termasuk pada unsur merek yang pertama yaitu tanda. 
Tanda dapat berupa banyak hal, namun yang berkaitan dengan konteks 
permasalahan adalah tanda yang menggunakan kata atau huruf 
menggunakan Bahasa Indonesia atau tidak. Batasan atas penggunaan 
Bahasa Indonesia pada kata atau huruf dalam tanda merek sangat terbuka 
menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing sepanjang tanda 
tersebut memiliki daya pembeda (distinctiveness) dengan produk lain, dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Daya 
pembeda itu merupakan parameter dalam hukum merek yang paling 
penting sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu tanda agar 
mendapat perlindungan hak atas merek.92 
Meskipun definisi merek yang disebutkan dalam ketentuan Undang-
Undang Merek tidak mewajibkan merek dagang menggunakan Bahasa 
Indonesia, namun dalam UU MIG memberikan batasan merek-merek apa 
saja yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak. Seperti yang kita ketahui, 
suatu merek mendapat perlindungan hukum setelah merek tersebut 
terdaftar.93 Merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut harus 
melalui pemeriksaan substantif dalam proses pendaftarannya. Pemeriksaan 
subtantif terhadap permohonan pendaftaran merek dilaksanakan 
berdasarkan ketentan pasal 20 dan pasal 21 UU MIG.  
Dasar absolut ditolaknya suatu merek dapat ditemukan sebagaimana 
diatur dalam pasal 20 UU MIG yang menyatakan bahwa: 
Merek tidak dapat didaftar jika:94 
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-
undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 
 
91 T. Mulya Lubis Perselisihan Hak Atas Merek Terkenal di Indonesia, Liberty, 
Yogyakarta, 2000, hlm 5 
92 Natalia Arina Nadeak, dkk. Tumpang Tindih Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-
Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vOl. 26 
No. 1, Januari 2019, hlm 26. 
93 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis. 




b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang 
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 
kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau 
jasa yang dimohonkan pendaftaran atau merupakan nama varietas 
tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 
d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaar, atau 
khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 
Sedangkan dasar relatif ditolaknya suatu merek dapat diketemukan 
dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU MIG yang 
menyebutkan bahwa:95 
(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhan dengan: 
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak 
sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 
d. Indikasi Geografis terdaftar. 
(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut: 
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang 
terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 
kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 
bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu neagra, atau 
lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan 
tertulis dari pihak yang berwenang: atau 
 




c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stemple 
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, 
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak 
baik. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
Undang-Undang Merek atau dalam hal ini UU MIG memberikan 
batasan terhadap suatu merek terkait dapat atau tidaknya suatu 
permohonan pendaftaran merek tersebut terdaftar dan mendapat 
perlindungan hukum hak atas merek dengan adanya dasar absolut dan 
dasar relatif suatu merek. Sebagaimana disebutkan pasal 20 huruf a UU 
MIG menyebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar jika merek 
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun 
pengertian mengenai peraturan perundang-undangan menurut Bagir 
Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida dalam bukunya Ilmu 
Perundang-Undangan, antara lain: 96 
a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau 
lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku 
yang bersifat mengikat atau umum; 
b. Merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 
mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan; 
c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau 
abstrak-umum; tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, 
peristiwa atau gejala konkret tertentu; 
d. Dengan mengambil pemahaman dari Belanda, peraturan perundang-
undangan biasa disebut dengan wet in materiele zin atau sering disebut 
dengan algemeen verbinde woorschrift coorshrifen, wet, AmvB, de 
ministeriele verordening, de gementelijke raadsverordeningen, de 
provincial staten verordeningen. 
 
96 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 10. 
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Jimly Asshiddiqie juga memberikan definisi peraturan perundang-
undangan yang merupakan keseluruhan susunan hierarkis dari peraturan 
perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang kebawah yaitu 
semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat 
bersama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah 
karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang 
ditetapkan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat bersama-sama 
dengan pemerintah menurut tingkatan masing-masing.97 Selain itu, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
memberikan definisi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu:98 
“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
Undangan.” 
Definisi tersebut menunjukan bahwa hierarki peraturan perudang-
Undangan di Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku 
secara umum dalam membentuk peraturan perundang-undangan di 
Indonesia.99 Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dapat 
ditemukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU) jo. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa: 
100 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
 
97 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, 
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 41. 
98 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
99 Ahmad Husen, Eksistenti Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan 
Perundang-Undangan, Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Yogyakarta, 2019, hlm 
72. 
100 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peratuan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, peraturan 
perundang-undangan memiliki peran sangat penting karena fungsinya 
yang tidak hanya memberi bantuan kepada norma-norma dan nilai-nilai 
yang berlaku dan hidup dalam masyarakat tetapi juga peraturan 
perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan 
mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita serta yang 
diharapkan oleh suatu negara.101 
 Berdasarkan urairan diatas mengenai definisi merek itu sendiri dan 
jenis peraturan perundang-undangan, maka Perpres Bahasa dan Undang-
Undang Badan Bahasa dapat dikategorikan dan termasuk dalam jenis 
peraturan perundang-undangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar 
absolut untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaiaman diatur 
dalam ketentuan Pasal 20 huruf a UU MIG. Dengan begitu, Perpres Bahasa 
dan Undang-Undang Badan Bahasa tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Merek terkait dengan aturan yang mengenai kewajiban 
penggunaan Bahasa Indonesia terhadap merek dagang milik Warga Negara 
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sehingga hal tersebut dapat 
berjalan secara berdampingan terhadap pengaturan mengenai merek 
dagang.  
 Namun apabila melihat pada kekhususan pengaturan Indonesia 
sebagai negara hukum yang memiliki tingkatan pada peraturan perundang-
undangan berdasarkan stufenbautheory yang menjelaskan bahwa norma-
norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata 
 
101 Maria Farida Indrati S, Kedudukan dan Materi Peraturan Pemerintah Penganti 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden dalam 
Penyelenggaraan Pemetintah Negera di Republik Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 
2002, hlm 21. 
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susunan peraturan perudang-undangan, bersumber dan berdasar pada 
norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, dan bersifat 
hipotesis, serta fiktif, yaitu norma dasar (groundnorm/basic 
norm/fundamental norm).102 Dilihat secara konsep, peraturan perundang-
undangan yang tinggi memberikan gagasan atau ide pada peraturan 
perundang-undangan dibawahnya demikian juga peraturan perundang-
undangan yang setingkat juga harus harmonis. Faktanya, kedua ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatu dalam hal yang sama 
(merek dagang) tidak saling harmonis melainkan bertentangan satu sama 
lain. Adapun asas preferensi dalam ilmu hukum yang mendasari hal 
tersebut, asas preferensi terdiri dari 3 (tiga) asas, yaitu:103 
1. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori 
Asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah. 
2. Lex Specialis Derogat Legi Generalis 
Asas yang menyatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang 
khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang 
umum. 
3. Lex Posteriori Derogat Legi Priori 
Asas yang menyatakan bahwa peraturan perudang-undangan yang 
lebih baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang 
lama. 
Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada 
merek dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Perpres Bahasa yang 
merupakan peraturan turunan dari UU Badan Bahasa bertentangan dengan 
UU MIG dikarenakan mempersempit ruang pendafataran merek yang tidak 
hanya menggunakan Bahasa Indonesia. Berdasarkan pada pasal 7 UU 
PPPU, kedua peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini UU MIG 
dan UU Badan Bahasa memiliki kedudukan yang setingkat atau sejejar. 
 
102 Aziz Syamsudin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, PT Sinar 
Grafika, Jakarta, 2013, hlm 21. 
103 Ahmad Rifa’I, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum 
Progresif, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 90. 
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Apabila diterapkan dengan menggunakan asas preferensi yaitu lex speciali 
derogate legi generalis maka UU MIG lebih spesifik mengatur mengenai 
batasan dalam merek dibanding dengan UU Badan Bahasa. Kemudian 
dengan memperhatikan konsideran pada UU Badan Bahasa yang 
dilatarbelakangi karena bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu 
kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud 
eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara 
dan manifestasi kebudayaan yang berakar dan memiliki nilai sejarah 
perjuangan bangsa. Sedangkan UU MIG yang dilatarbelakangi karena era 
perdagangan global, ratifikasi konvensi internasional, dan memberi 
kepastian hukum bagi dunia industri. Sehingga dapat disimpulkan dengan 
mendasar pada asas preferensi lex specialis derogate legi generalis bahwa 
UU MIG dapat mengesampingkan ketentuan kewajiban penggunaan 
Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Badan Bahasa.  
Selain itu, dapat pula mengacu pada pasal 7 UU PPPU yang melihat 
kedudukan Peraturan Presiden lebih rendah dari pada Undang-Undang 
maka dalam hal ini ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa 
Indonesia pada merek dagang yang sebagaimana diatur dalam pasal 35 
Perpres Bahasa bertentangan dengan ketentuan merek pada UU MIG 
karena jika diterapkan asas preferensi lex superiori derogate legi inferiori 
UU MIG merupakan peraturan yang lebih tinggi dari pada Perpres Bahasa. 
Demikian dapat disimpulkan bahwa UU MIG tidak hanya merupakan aturan 
lex specialis terhadap aturan yang mengatur mengenai merek melainkan 
juga UU MIG merupakan aturan lex superiori karena kedudukan Undang-
Undang lebih tinggi dari pada Peraturan Presiden. 
 
B. Akibat Hukum Terhadap Keberlakukan Ketentuan Pasal 35 Peraturan 
Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa 
Indonesia Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar Menggunakan 
Bahasa Asing 
Pada hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif 
yang diberikan kepada dari karya yang dihasilkan dengan mendayagunakan 
intelektualitasnya. Hal tersebut merupakan dasar dalam konsep HKI yang 
dikenal dengan hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) 
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yang melekat pada karya yang dihasilkan. Hak ekonomi adalah hak yang 
menjadi perangsang bagi inventor, pencipta atau pendesain untuk memperoleh 
manfaat ekonomi, seperti royalti dan uang.104 HKI dan kreativitas tidak dapat 
dilepaskan begitu saja, kreativitas merupakan aktivitas kognitif atau proses 
berpikir untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang baru dan berguna atau 
new ideas and useful.105  
Kreativitas dan penghargaan (dapat menghargai karya orang lain) pada 
dasarnya merupakan esensi utama dari perlindungan HKI. Sementara sistem 
perlindungan HKI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
hanya sebuah sistem yang berkembang dengan landasan hal tersebut 
kemudian dikaitkan dengan sistem ekonomi dan perdagangan internasional.106 
Budi Agus Riswandi mempertegas dalam bukunya bahwa HKI harus kreatif dan 
inovatif untuk mendapat perlindungan.107 Kreatif dan inovatif sebagai alat 
pemacu dan motivasi bagi para pelaku usaha bertujuan untuk mengembangkan 
produk dalam dunia usaha dengan berbasis HKI agar lebih bermutu sehingga 
dapat bersaing dengan produk luar negeri.108 Konteks kreatif dan inovatif harus 
memenuhi di masing-masing jenis HKI, tidak terkecuali pada merek sebagai 
salah satu jenis HKI walaupun merek sejak awal sudah dikenal sebagai alat 
untuk perlindungan bisnis dari pada kreativitas kekayaan intelektual, tetapi 
seiring berjalan waktu hal tersebut mulai bergeser bahwa tanda yang melekat 
pada merek membutuhkan sebuah kreativitas agar memiliki daya pembeda 
dengan tanda lain. 
Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam 
merek sebagaimana diatur dalam Perpres Bahasa membatasi kreativitas dalam 
penemuan dan pencarian penamaan merek karena akan sulit memiliki daya 
pembeda. Kreativitas mempengaruhi beberapa faktor yang diantaranya adalah 
lingkungan sosial yang dalam hal ini dapat diartikan ada atau tidaknya beberapa 
 
104 Yulia Widiadtuti dkk, Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek 
Dalam Perjanjian Waralaba, Jurnal Law Reform, Vol. 11 No. 2, 2015, hlm 256.  
105 Suharnan, Psikologi Kognitif, PT Srikandi, Surabaya, 2005. 
106 Krisnani Setyowati dkk, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan 
Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor HKI IPB, Bogor, hlm 73. 
107 Badi Agus Riswadi, Problematika Ekonomi Kreatif dan Perspektif Kelembagaan 
Hak Kekayaan Intelektual, diakses dari http://pusathki.uii.ac.id/module/uploads/2016/12/HKI-
dan-Ekonomi-Kreatif.pdf tanggal 2 April 2021 pukul 16.53 WIB 
108 Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya 
Pembangunan ekonomi di Era Pasar Bebas Asean, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian 
Hukum, Vol. 24 No. 2, Agustus 2015, hlm 170. 
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tekanan dari lingkungan sosial seperti pengawasan, penilaian ataupun 
pembatasan-pembatasan dari pihak luar. Pembatasan dari pihak luar tersebut 
merupakan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 35 Perpres Bahasa 
yang mempengaruhi kreativitas dalam penemuan dan pencarian penamaan 
merek. Fatmawiyati mengutip pendapat diungkapkan oleh Hurlock mengenai 
faktor mempengaruhi kreativitas yang mana sebagai berikut:109 jenis kelamin, 
kondisi sosial ekonomi, lingkungan tempat dimana tinggal atau bekerja dan 
intelegensi. 
Adanya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 Peraturan 
Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 
(Perpres Bahasa) yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa 
Indonesia pada merek dagang yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau 
Badan Hukum Indonesia memiliki akibat hukum pada keberlakukan merek 
terdaftar dan pendaftaran merek. Apabila Peraturan Presiden Bahasa dan 
Undang-Undang Badan Bahasa tersebut dapat dikategorikan sebagai dasar 
absolut ditolaknya suatu permohonan pendaftaran merek maka aka nada 2 
(dua) pihak yang berperan dengan adanya akibat hukum atau dampak dari 
keberlakukan suatu merek dagang, sebagai berikut: 
1. Menteri dapat menghapus merek terdaftar berdasarkan rekomendasi dari 
Komisi Banding Merek sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 UU 
MIG yang menyebutkan apabila merek terdaftar tersebut melanggar 
ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan begitu karena Perpres Bahasa 
dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, maka merek 
terdaftar yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum 
Indonesia dapat dihapuskan oleh Menteri atas rekomendasi dari Komisi 
Banding Merek apabila merek yang terdaftar tersebut melanggar peraturan 
perundang-undangan (Perpres Bahasa).  
2. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan 
merek terdaftar karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan (Perpres Bahasa) hal tersebut didasarkan pada pasal 76 ayat (1) 
 
109 Jati Fatmawiyati, Telaah Kreativitas, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 
Surabaya, hlm. 11-12. 
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UU MIG yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar 
dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21 UU MIG.  
Gugatan pembatalan suatu merek terdaftar atas dasar bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dilakukan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal merek tersebut 
terdaftar sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU MIG. Namun, 
gugatan pembatalan suatu merek terdaftar dapat juga diajukan oleh pihak 
lain tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek 
tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-
undnagan, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, 
dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (2) UU MIG.  
Namun didalam ketentuan pasal 20 UU MIG tidak terdapat ketentuan yang 
mengatur apabila permohonan pendaftaran merek menggunakan bahasa asing 
tidak dapat didaftarkan sebagai merek, maka apabila suatu permohonan 
pendaftaran merek menggunakan bahasa asing maka tetap dapat didaftarkan 
karena tidak termasuk merek yang tidak dapat didaftar. Demikian juga dalam 
ketentuan pasal 21 UU MIG tidak terdapat ketentuan yang mengatur apabila 
permohonan pendaftaran merek menggunakan bahasa asing maka 
permohonan tersebut ditolak, maka apabila suatu permohonan pendaftaran 
merek menggunakan bahasa asing maka permohonan pendaftaran merek tetap 
dapat diproses sebab tidak termasuk merek yang dapat ditolak. Memperhatikan 
ketentuan dalam pasal 20 dan 21 UU MIG maka dapat disimpulkan bahwa 
merek tetap dapat didaftarkan apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam 
pasal 2 ayat (3) UU MIG dan merek yang diajukan tersebut tidak termasuk ke 
dalam merek yang tidak dapat didaftar dan/atau ditolak.  
Apabila merek tersebut menggunakan bahasa asing maka dalam 
pengumummannya wajib mencamtumkan terjemahannya seperti yang 
sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf e UU MIG menyebutkan bahwa 
pengumuman dilakukan dengan mencantumkan label merek termasuk 
keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing 
dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan 
dalam Bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, 
huruf latin atau angka yang lazimnya digunakan dalam bahas Indonesia, serta 
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cara pengucapannya dalam ejaan latin. Maka dapat disimpulkan, ketika suatu 
merek dimohonkan pendaftarannya sedang dalam proses dan melalui 
pendaftaran wajib mencantumkan label merek, yang mana apabila label merek 
tersebut menggunakan bahasa asing maka harus disertai terjemahannya. 
Perlindungan hukum terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya 
dengan menggunakan bahasa asing diperlukan karena memberikan kebebasan 
pada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya untuk memakai merek 
tersebut sebagai tanda yang dapat digunakan sesuai dengan kehendak pemilik 
merek dan tidak merugikan kebebasan pemilik merek untuk memasarkan 
barang atau jasa dengan menggunakan tanda merek miliknya. Pada dasarnya 
konsep perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan dengan 
menggunakan sarana hukum atau perlindungan berlandaskan hukum untuk 
melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan sarana 
hukum yang diberikan oleh hukum dan ditujukan kepada perlindungan terhadap 
kepentingan-kepentingan tertentu dengan menjadikan kepentingan yang perlu 
dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.110 
Perlindungan hak atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari 
perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat dengan perbuatan 
melanggar hukum di bidang perdagangan. Dalam hak milik atas merek, 
perlindungan hukum terhadap merek ditujukan kepada 2 (dua) kepentingan 
yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan konsumen. 
Kedua kepentingan tersebut terlindungi secara seimbang dan menyeluruh, 
dimana kepentingan-kepentingan tersebut dilindungi oleh hukum merek yang 
terbagi dalam 4 (empat) kelompok antara lain:111 
1) Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam hubungan 
baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya dipasar melalui 
penggunaan suatu merek tertentu, serta dalam harapan yang wajar untuk 
memperoleh langganan tetap pada masa yang akan mendatang, yang 
kesemuaannya itu terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek 
 
110 Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretarian Jenderal dan Kepanitraan 
Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 357. 
111 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Ghalia 
Indonesia, Bogor, 2011, hlm 48-49. 
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tersebut, yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari 
barang atau jasa yang bersangkutan. 
2) Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing, 
untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-
tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja , dan yang seharusnya 
tidak boleh dimonopoli oleh siapapun sehingga tidak merugikan kebebasan 
mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah. 
3) Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik yang 
cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan 
menipu atau membingungkan konsumem, dengan cara yang sebagaimana 
diatur dalam pasar 21 ayat (3) UU MIG disebutkan bahwa pembatalan 
merek terdaftar yang dipalsukan tanpa itikad tidak baik dapat diajukan 
kapan saja tanpa ada batas waktunya. 
4) Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar-
pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktik-praktik yang tidak jujur dan 
pula bertentangan dengan norma-norma kepatuhan dalam perdagangan. 
Demikian dari uraian diatas dengan mengingat ketentuan pada pasal 35 
Perpres Bahasa yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa 
Indonesia pada merek dagang bertentangan dengan UU MIG karena 
menyebabkan adanya kondisi mengenai ketentuan bahasa pada merek dagang. 
Hal tersebut berpengaruh kepada berbagai pihak seperti Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang memproses permohonan 
pendaftaran merek dan juga bagi masyarakat mengenai ketentuan merek yang 
dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mendaftarkan mereknya ke 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan 
hukum hak atas merek. Kemudian dengan adanya ketentuan tentang kewajiban 
penggunaan Bahasa Indonesia pada merek dagang tersebut juga akan 
berakibat pada merek milik warga negara Indonesia maupun badan hukum 
Indonesia yang sudah mendaftarkan mereknya menggunakan bahasa asing. 
Selain itu, ketentuan tersebut juga membatasi kreatifitas dalam penemuan dan 
pencarian nama merek karena merek karena terbatas hanya diperbolehkan 
menggunakan bahasa Indonesia dan akan sulit menemukan daya pembeda.  
Ditinjau dari aspek hukum, masalah merek menjadi sangat penting 
sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan 
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kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum 
terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang 
memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat 
dipungkiri bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak 
berhak masih banyak terjadi di Indonesia dan kenayataan tersebut benar-benar 
disadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak kendala-kendala 
sebagaimana diakatakan oleh A Zen Umar Purba (mantan Dirjen HaKI) bahwa 
Law Enforcement yang lemah.112 Karena banyak masalah dibidang merek 
mengenai pemalsuan tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang 
dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan mencari keuntungan. 
Pada dasarnya hukum merupakan aturan yang sengaja dibuat dengan tujuan 
agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai dan tenteram di dalam 
masyarakat. Hukum dipergunakan sebagai patokan-patokan sebagaimana 
masyarakat harus bertingkah laku. Sebagaimana merek digunakan sebagai 
tanda pengenal yang membedakan produk barang atau jasa milik seseorang 
dengan milik orang lain.113 
Dengan begitu ketentuan Perpres bahasa menjadi peraturan yang 
membatasi kreatifitas karena bertentangan dengan tujuan UU MIG yang dibuat 
untuk mengingkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberi kepastian 
hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam mengahadapi 
perkembangan perekonomian lokal regional, nasional, dan internasional dan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.114 Mengenai 
perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini mulai dikembangkan dengan 
gagasan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang menunjang dan 
mengembangkan suatu gagasan tersebut dibutuhkan kreativitas manusia yang 
ditujang dengan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau tekonologi agar 
harapannya gagasan tersebut dapat dicapai secara maksimal.115 Ekonomi 
kreatif menekankan bahwa perlunya didorong kreativitas masyrakat Indonesia 
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agar melakukan inovasi dengan berbasis kekayaan intelektual dengan 
menghasilkan produk yang dapat berdaya saing lokal maupun global dan 
dilindungi hasil kreatifitas yang dibuat oleh pelaku ekonomi kreatif.116 Hal 
tersebut juga berkenaan dengan pendapat bahwa kebijakan penggunaan 
bahasa Indonesia terhadap merek dagang justru menjadi kontra prduktif bagi 
pelaku ekonomi karena prinsip utama dalam bisnis merupakan mencari 
keuntungan semaksimal mungkin dengan upaya seminimal mungkin sehingga 
ketentuan dalam Perpres Bahasa tersebut dianggap sebagai bagian dari 
inefisiensi produksi dan berlawanan dengan strategi pemasaran.117  
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka hasil analisis penulis 
sebelumnya bahwa pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa 
Indonesia pada merek dagang yang diatur dalam Perpres Bahasa bertentangan 
dengan UU MIG karena hal tersebut menimbulkan adanya konflik hukum 
terhadap merek yang sudah terdaftar menggunakan bahasa asing. Kepastian 
hukum terletak pada tegaknya suatu hukum dan dapat dijadikan pedoman 
perlikau bagi semua orang, serta dapat menjamin bahwa hukum tersebut 
dijalankan dan yang berhak menurut hukum, akan memperoleh haknya. Tidak 
hanya itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 
Jelas yang berarti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. 
Jelas yang berarti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga 
tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 
subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 
secara faktanya mencirikan hukum dimana suatu hukum yang tidak pasti dan 
tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.118 
Keberlakuan ketentuan dalam Perpres Bahasa mengenai kewajiban 
penggunaan Bahasa Indonesia pada merek yang sudah terdaftar 
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menggunakan bahasa asing bertentangan dengan UU MIG. Apabila isi muatan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan saling bertentangan, maka 
dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dengan menerapkan asas 
hukum atau doktrim hukum merupakan salah satu cara untuk 
mengatasinya.119 Asas norma hukum dapat diterapkan untuk membantu 
mencari jalan keluar dari ketidakpastian yang diakibatkan pertentangan antara 
peraturan perundang-undangan.120 Maka dari itu asas-asas norma hukum 
dapat diterapkan untuk memberi kepastian hukum yang diakibatkan karena 
timbulnya konflik hukum antara ketentuan dalam Perpres Bahasa dan UU MIG. 
Dengan memperhatikan Perpres Bahasa yang merupakan amanat atau 
peraturan turunan dari pasal 40 UU Badan Bahasa yang lahir dengan 
dilatarbelakangi bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaaan 
Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi 
bangsa yang menjadi simbol keaultan dan kehormatan negara dan manifestasi 
kebudayaan dan memiliki nilai sejarah perjuangan. Sedangkan UU MIG lahir 
dengan dilatarbelakangi era perdagangan global, ratifikasi konvensi 
internasional, dan memberi kepastian hukum bagi dunia industry. Dengan 
begitu dapat diterapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis karena 
dalam permasalahan ini UU MIG lebih mengatur khusus dibidang merek dan 
dapat mengesampingkan Perpres Bahasa yang mengatur kewajiban 
penggunaan bahasa Indonesia terhadap merek dagang. Asas Lex Superior 
Derogat Legi Inferiori juga dapat diterapkan dengan melihat kedudukan UU 
MIG dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada 
Perpres Bahasa. 
Selain itu, ketentuan dalam Perpres Bahasa tidak mengatur mengenai 
penegakan hukum apabila ada merek yang terdaftar tidak menggunakan 
bahasa Indonesia. Karakteristik norma hukum adalah memiliki sanksi yang 
 
119 A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, diakses dari 
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmon
isasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-
undangan&Itemid=180 pada tanggal 30 April 2021 pukul 14.03 WIB 
120 Barita Simanjuntak. Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan dan Strategi 
Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undnagan, disampaikan 
pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Jakarta, 19 
November 2014, diakses dari https://komisi-kejaksaan.go.id/permasalahan-perundang-undangan-
dan-strategi-mengatasi-permasalahan-tumpang-tindih-peraturan-perundang-undangan/ pada 
tanggal 30 April 2021 oukul 14.22 WIB 
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tegas, jadi jika ketentuan dalam Perpres Bahasa tidak mempunyai mekanisme 
penegakan hukum maka ketentuan tersebut akan sulit diimplementasikan 
karena para pemohon pendaftaran merek pun tidak peduli pada ketentuan 
kewajiban tersebut karena tidak memiliki sanksi yang tegas sehingga 
ketentuan tersebut tidak optimal dipatuhi dan ditegakkan oleh aparat penegak 
hukum dan masyarakat.121  
a. Merek Berbahasa Asing yang Terdaftar Sebelum Berlakunya 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019  
Merek dagang maupun merek jasa yang menggunakan Bahasa Asing 
banyak dijumpai di Indonesia, dapat dilihat dari website resmi Pangkalan Data 
Kekayaan Intelektual yaitu https://pdki-indonesia.dgip.go.id. Sebelum 
diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Penggunaan Bahasa Indonesia terdapat berbagai macam merek milik Warga 
Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berbahasa asing, 
beberapa merek dagang dan merek jasa antara lain: 
a) Merek dagang “JCO DONUTS & COFFEE” 
Gambar 1. 1. Merekk dagang berbahasa asing JCO DONUTS & 
COFFEE 
 
(Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/detail/J002007040210?type=trademark&keyword=j
co) 
b) Merek dagang “SILVER QUEEN” 
Gambar 1. 2. Merek dagang berbahasa asing SILVER QUEEN 
 




(Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/detail/R002007002658?type=trademark&keyword=
Silver+queen) 
c) Merek Jasa “LION AIR” 
Gambar 1. 3. Merek jasa berbahasa asing LION AIR 
 
(Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/detail/J002008020392?type=trademark&keyword=li
on+air) 
d) Merek Jasa “BLUE BIRD” 
Gambar 1. 4. Merek jasa berbahasa asing BLUE BIRD 
 






Selain itu terdapat juga merek berbahasa asing yang telah menembus 
pasar luar negeri dan pasar dalam negeri sebagaimana diuraikan dalam tabel 
berikut:122 
Tabel 1. 2. Daftar nama merek dari produk dalam negeri dengan 





 Bahasa Asing No. Bahasa Indonesia 
1. Pasar Luar 
Negeri 
Polytron 30. Garuda Indonesia 
2. Extra Joss 31. Kopiko 
3. Aqua 32. Indomie 
4. JCO Donuts and Coffee 33. Teh Botol 
5. Polygon 34. Kapal Api 
6. Bagteria 35. Tolak Angin 
7. Silver Queen 36. Sameru Indonesia 
8. Essanza 37. 77 Es Teler 
9. Good Year 38. Dua Kelinci 
10. Eiger 39. Mustika Ratu 
11. Leas 40. Tolak Angin 
12. Peter Says Denim   
13. The Excecutive   
14. Hammer   
15. Surfer Girl   
16. Bucceri   
17. Bodypack   
18. Casablaca   
19. Excelso   
20. Pasar Dalam 
Negeri 
Paseo   
21. Papa Ron’s Pizza   
22. Jordan Bakery   
23. Yophie Salon   
 
122 Eka Dian Savitri, Kartika Nuswantara, Siti Zahrok, Op Cit, hlm 162. 
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24. Sophie Martin   




The Peak Residence    
26. Klaska Residence   
27. Belleview Manyar   
28. Cornell Apartment   
29 Denver Apartment   
(Sumber: Jurnal Sosial Humaniora oleh Eka Dian Savitri, Kartika 
Nuswantara, Siti Zahrok. Berjudul: Sikap Pilihan Bahasa Pelaku Ekonomi 
Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah) 
 
Berdasarkan tabel diatas terdapat 40 (empat puluh) merek dari produk 
dalam negeri yang dipilih dari berbagai jenis berdasarkan penamaan merek 
dengan menggunakan istilah bahasa asing dan bahasa Indonesia beserta 
penyebaran pemasaran produk dari dalam negeri hingga keluar negeri. 
Pembagian penamaan merek berdasarkan penyebaran pemasaran produk 
dalam tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
a) Merek menggunakan bahasa asing yang telah merambah pasar luar negeri 
terdapat 19 (sembilan belas) merek. 
b) Merek menggunakan bahasa asing yang ditujukan untuk pasar luar negeri 
dan pasar dalam negeri terdapat 5 (lima) merek. 
c) Merek menggunakan bahasa Indonesia yang telah masuk dalam lingkup 
pemasaran luar negeri terdapat 11 (sebelas) merek. 
d) Merek menggunakan bahasa asing tetapi belum memasuki pasar luar 
negeri terdapat 5 (lima) merek. 
Dari kumpulan data-data diatas maka dapat dibuktikan bahwa sebelum 
berlakunya Perpres Bahasa sudah banyak merek yang terdaftar menggunakan 
bahasa asing milik warga negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia 
yang sudah menembus pasar dalam negeri dan luar negeri. Hal tersebut sejalan 
dengan salah tujuan UU MIG yang tertulis pada konsideran bahwa dibuatnya 
undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. 
Dengan adanya ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang 
diatur dalam Perpres Bahasa maka akan menghalangi tujuan UU MIG tersebut 
karena membatasi kreativitas dalam penemuan dan pencarian nama merek. 
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b. Merek Berbahasa Asing yang Terdaftar Setelah Berlakunya Peraturan 
Presiden Nomor 63 Tahun 2019 
Adapun merek dagang dan/atau merek jasa milik warga negara 
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang sudah terdaftar dengan 
menggunakan bahasa Asing setelah diberlakukannya Perpres Bahasa, hal 
tersebut dapat dibuktikan dari website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual yaitu https://pdki-indonesia.dgip.go.id yang diuraikan dalam tabel 
yang tertera pada Lampiran 1. Dalam tabel tersebut dicantumkan nama merek, 
nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, kelas, pemilik, dan alamat pemilik. 
Pada tabel tersebut yang didapatkan dari data pencarian website resmi 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu Pangkalan Data Kekayaan 
Intelektual Indonesia dengan menerapkan filter tanggal pendaftaran, tanggal 
pengumuman dan tanggal perlindungan yang diatur sesuai dengan mulai 
berlakunya Perpres Bahasa yaitu pada tanggal 30 September 2019 sampai 
dengan 31 Januari 2021 terdapat total 224 (dua ratus dua puluh empat) nama 
merek milik warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang 
terdaftar masih menggunakan bahasa asing dari total 645 nama merek secara 
keseluruhan.  
Mengingat ketentutan Perpres Bahasa yang mengatur mengenai 
kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang dapat 
disimpulkan bahwa setelah ditetapkannya Perpres Bahasa tersebut masih 
terdapat merek yang menggunakan bahasa asing. Hal tersebut membuktikan 
bahwa belum adanya penegakan hukum berupa sanksi yang diatur dalam 
Perpres Bahasa apabila suatu merek yang didaftarkan tidak menggunakan 
bahasa Indonesia sehingga masih banyak masyarakat sebagai pemohon tetap 
mendaftarkan mereknya menggunakan bahasa asing dan DJKI tetap 
memproses pendaftaran merek dikarenakan tidak adanya sanksi yang diatur 
dalam pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam 







Kesimpulan dari suatu penelitian merupakan hal yang menjelaskan secara 
singkat poin-poin terpenting yang menggambarkan secara keseluruhan hasil 
dari suatu penelitian. Adapun hasil data yang didapatkan dari apa yang telah 
dijabarkan pada bagian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kesesuaian ketentuan merek dagang dalam UU MIG dan Perpres bahasa, 
dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:  
a. Ketentuan dalam pasal 35 Perpres Bahasa tidak sesuai apabila ditinjau 
dari UU MIG, karena ketentuan pada pasal 35 Perpres Bahasa hanya 
mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek 
dagang sedangkan dalam UU MIG mengklasifikasikan merek pada 
umumnya menjadi 2 (dua) jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. 
Ketentutan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang hanya 
ditujukan pada merek dagang tersebut, tentu akan menimbulkan 
kerugian karena adanya pembatasan kreativitas dalam penemuan dan 
pencarian nama merek khususnya pada merek dagang. 
b. Ketentuan dalam pasal 35 Perpres Bahasa tidak diatur dalam Perjanjian 
TRIPs dan apabila dilihat dari prinsip National Treatment dan standar 
minimun pada perjanjian TRIPS, ketentuan pada perpres tersebut 
merupakan pengaturan yang lebih tinggi seharusnya negara anggota 
tidak boleh memberikan perlakuan yang mengistimewakan serta 
menguntungkan terkait perlindungan terhadap produk-produk HKI, jika 
memberikan perlakuan istimewa kepada warga negara sendiri, maka 
wajib juga memberikan perlakuan istimewa yang sama kepada warga 
negara WTO lainnya. Namun dengan adanya ketentuan pasal 35 ayat 
(2) pada Perpres Bahasa, maka merek yang dimiliki negara lain tetap 
dapat mendapat perlindungan mereknya di Indonesia dengan tidak 
harus menggunakan bahasa Indonesia. 
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c. Ketentuan dalam pasal 35 Perpres Bahasa tidak sesuai dengan Panduan 
Penerapan Perangkat Merek karena terdapat ada kategori kekhasan 
merek yang salah satunya tidak memiliki arti namun tetap dapat 
dianggap sebagai suatu merek sehingga merek tidak dapat dikubukan. 
Sehingga kewajiban penggunaan merek berbahasa Indonesia tersebut 
seharusnya ditiadakan karena menimbulkan adanya hambatan dalam 
penerapan. Namun jika kewajiban penggunaan merek berbahasa 
Indonesia tersebut diuji dengan UU MIG maka dapat melihat ketentuan 
pasal 35 ayat (5) Perpres Bahasa tersebut yang menyebutkan bahwa 
pencantuman bahasa Indonesia pada merek dagang dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga jika terjadi 
konflik diantara kedua peraturan tersebut maka yang berlaku adalah 
UU MIG. 
d. Ketentuan dalam pasal 35 Perpres Bahasa tidak sinkron atau tidak 
harmonisasi dengan UU MIG karena menyebabkan adanya dualisme 
ketentuan merek sehingga berpengaruh bagi sistem hukum merek di 
Indonesia. Walaupun Perpres Bahasa merupakan suatu peraturan 
perundang-undangan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat 
secara umum, dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan pada pasal 35 
Perpres Bahasa tersebut dapat djadikan dasar absolut ditolaknya suatu 
merek sesuai dengan ketentuan pasal 20 huruf a UU MIG. Namun, 
apabila dilihat secara kekhususan pangaturan di Indonesia dengan 
menerapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis maka UU MIG 
dapat mengesampingkan Perpres Bahasa, karena UU MIG lebih lebih 
spesifik mengatur mengenai batasan dalam merek dibanding dengan 
Perpres Bahasa. Selain itu asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori juga 
dapat diterapkan karena secara hierarki peraturan perundang-
undangan UU MIG lebih tinggi daripada Perpres Bahasa 
2. Akibat hukum penggunaan merek yang berbahasa asing setelah 
diberlakukannya ketentuan pasal 35 Perpres Bahasa akan menyebakan 
merek tersebut dapat dihapuskan oleh Menteri atau dapat diajukan 
gugatan pembatalan merek dengan alasan merek tersebut bertentangan 
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dengan peraturan perundang-undangan. Namun, karena ketentuan pasal 
35 Perpres Bahasa tidak sinkron dan tidak harmonisasi dengan ketentuan 
pada UU MIG maka untuk memberi kepastian hukum diterapkanlah Asas 
Lex Specialis dan Lex Superior sehingga keberlakuan pasal 35 tersebut 
dikesampingkan oleh UU MIG karena UU MIG lebih spesifik mengatur 
mengenai batasan merek dan lebih tinggi kedudukannya dibanding Perpres 
Bahasa. Selain itu, keberlakuan Perpres Bahasa tersebut juga membatasi 
kreativitas dalam penemuan dan pencarian nama merek dan bertentangan 
dengan tujuan UU MIG dalam konsiderannya dalam hal meningkatkan 
perkembangan ekonomi dan memberi kepastian hukum di bidang industri. 
Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa sebelum berlakunya Perpres Bahasa 
sudah ada beberapa merek berbahasa asing milik warga negara Indoensia 
dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sudah terkenal dikalangan 
masyarakat seperti JCO DONUTS & COFFEE, SILVER QUEEN, LION AIR, 
dan BLUE BIRD. Adapaun dengan total 40 (empat puluh) nama merek yang 
sudah terdaftar milik warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum 
Indonesia yang diantaranya 19 (embilan belas) nama merek menggunakan 
bahasa asing sudah merambah pasar luar negeri dan 5 (lima) nama merek 
menggunakan bahasa asing yang ditujukan untuk pasar luar negeri dan 
dalam negeri. Selain itu, ketentuan dalam Perpres Bahasa tidak memiliki 
akibat hukum terkait dengan mekanisme penegakan hukum berupa sanksi 
yang tegas apabila ada merek yang terdaftar tidak menggunakan bahasa 
Indonesia sehingga ketentuan tersebut tidak optimal dipatuhi dan 
ditegakkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dari data yang penulis dapatkan dari website resmi 
Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia bahwa setelah berlakunya 
Perpres Bahasa yaitu tanggal 30 September 2019 sampai dengan 31 
Januari 2021 masih ada dengan total 224 (dua ratus dua puluh empat) 
nama merek yang sudah terdaftar milik warga negara Indonesia dan/atau 
Badan Hukum Indonesia yang masih menggunakan bahasa asing dari total 







Sebaiknya pemerintah meniadakan ketentuan pasal 35 Perpres Bahasa 
karena ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan sebab dengan adanya 
ketentuan tersebut mempengaruhi sistem hukum merek di Indonesia. Dalam 
UU MIG tidak mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia 
dan sudah jelas mengatur lebih spesifik mengenai batasan merek sedangkan 
pasal 35 Perpres Bahasa hanya mengatur mengenai kewajiban penggunaan 
Bahasa Indonesia pada merek dagang dan secara hierarki Perpres Bahasa lebih 
rendah dibanding UU MIG jadi ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh 
UU MIG. Dalam perjanjian TRIPs juga tidak mengatur mengenai kewajiban 
penggunaan Bahasa Indonesia tersebut dan menurut prinsip National 
Treatment seharusnya negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang 
mengistimewakan serta menguntungkan terkait perlindungan terhadap produk-
produk HKI walaupun sudah diatur mengenai pengecualian untuk merek 
dengan lisesnsi asing. Selain itu, keberlakuan Perpres Bahasa juga dirasa 
membatasi kreativitas dalam pencarian dan penemuan nama merek karena 
hanya terbatas pada kosakata Bahasa Indonesia sedangkan sudah banyak 
merek berbahasa asing milik warga negara Indonesia atau Badan Hukum 
Indonesia yang sudah menembus pasar luar negeri dan dalam negeri dimana 
hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU MIG yaitu 
meningkatkan perkembangan perekonomial lokal regional, nasional, dan 
internasional. 
Namun apabila pemerintah masih ingin memberlakukan ketentuan pasal 
35 Perpres Bahasa tersebut, maka sebaiknya pemerintah mempertegas 
mengenai mekanisme penegakan hukumnya berupa sanksi yang dikenakan 
apabila mereka yang digunakan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Hal 
tersebut belum diatur dalam Perpres Bahasa sehingga akan sulit 
pengimplementasiannya karena tidak ada sanksinya sehingga pemohon tidak 
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Lampiran 1. Tabel Merek Terdaftar Berbahasa Asing milik Warga Negara Indonesia 
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